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ABSTRACT 

Factors influencing the drafting process of Aceh Tamiang District Budget 

Revenue and Expenditure (APBD) 


Laz\\ ardLH ,SE, 

l'nhersitas Tel'buka 


1,l/\\arLii.atam a. \ahoo.com 

Keyword District Budget Revenue and Expenditure. Factors, Impacts, Aceh 
Tamiang District 

The objective of this research is to find out whether the process in drafting 
Aceh Tamiang District Budget due to the changes of the regulations and the 
performance of the human resources concerning the drafting process of district 
budget in Aceh Tamiang District can influence the endorsement accelerating and 
the dratling process of the district budget in Aceh Tamiang district. 

The transparenc~ and the 'eracity of this research is pressured with the 
goal to gain the problems causing the drafting process of the district budget takes 
a long time to endorse e,'cry year. 

This rcsearch is a field research using qualitative approach whose purpose 
is to reveal the process and the essence. The strategy used to achieve the research 
objective is by applying the methodology of study case to answer 2 hypothesis, 
e,q: (1) Describing the drafting process of APBD in Aceh Tamiang district, (2) 
The factors influence (0 the drafting process of APBD in Aceh Tamiang, 

The study case developed in this research in order to answer the two 
hypotheses is accomplishing the drafting of APBD in Aceh Tamiang since the 
period of 2004-2009 (with the title of Factors influencing the drafting process of 
APBD in Aceh Tamiang), 

The subject of this re~eareh is information as data source which is found 
from civil servant directly involved in the drafting process of APBD in Aceh 
Tamiang, ie. SKPD (Planning Unit) consisting of Education Agency, Healthy 
Agency and Public Work Agency. including those involved in local government, 
team of budgeting (Bappeda and BPKD). and the budgeting committee of house 
of representative. The sample of this research is purposive sample in which the 
informants are selected Oil the base of their experience qualification. The 
hypothesis analysis in analyzing data used by the writer is qualitative (editing, 
classiiication. tahulation. interpretation). 

As the conclusion. this research proves that the process is not 
accomplished yet: the changes of the regulations and the performance of the 
human resources are significant factors influencing the drafting process and 
precise deadline of the endorsement of APBD in Aceh Tamiang District. This 
research shows that improving human resources quality is a need and priority 
program for the Government of .~ceh Tamiang in implementing government 
management. especiall, in organizing regional finance, 
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ABSTRAK 


Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Penyusunan APBD di Kabupaten 
Aceh Tamiang 

Lazwardi, H. SE 

Uni versi tas Terbuka 


l;t?\\'lrgi.atam·(j·vahoo.com 


Kala kunci : proses penyusunan APBD. faktor-faktor, berpengaruh, Kabupaten 

Aceh Tamiang. 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses dalam 
penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. adanya peraturan yang berubah
ubah serta kualitas SDM dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh 
T amiang, berpengaruh terhadap proses penyusunan dan percepatan pengesahan 
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Keterbukaan dan kejujuran pada penelitian 
ini disajikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya 
terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang selama ini dalam proses penyusunan APBD 
yang mana penetapan APBD setiap tahunnya selalu terlambat dari jadwal yanb 
telah ditentukan. 

Penelitian ini adalah peneiitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan proses dan makna. dengan strategi 
yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode studi 
kasus untuk menjawab 2 hipotesis utama. yaitu : OJ Mendeskripsikan proses 
penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang, {2j Faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Studi 
kasus yang dikembangkan dalam penelitian ini guna menjawab kedua hipotesis 
tersebut adalah pelaksanaan penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang 
sejak Tahun Anggaran 2004 2009 (dengan judul "Faktor-Faktor Yang 
Berpengaruh Dalam Proses Penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2004-2009). 

Subjek penelitian adalah informasi yang dijadikan sumber data yang 
diperoleh dari aparatur yang terlibat langsung dalam proses penyusunan APBD di 
Kabupaten Aceh Tamiang yaitu SKPD yang terdiri daTi Dinas Pendidikan. Dinas 
Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, serta dari unsur yang terlibat dalam Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (Bappeda dan BPKDj, dan unsnr Panitia Anggaran 
DPRD. Sampel penelitian ini bersufat purposive sample (sample bertujuan) 
dimana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya 
dengan masalah. fokus dan tujuan penelitian. Analisis hipotesis dalam 
penganalisaan data yang digunakan oleh penulis adaJah secara kualitatif (editing. 
klasifikasi, tabulasi. interprestasi). 

Kesimpulan penelitian ini bahwa proses belum sempurna, adanya 
peraturan yang berubah-ubah. dan kualitas SDM merupakan faktor-faktor yang 
sangat signifikan bel'pengaruh terhadap proses penyusunan dan ketepatan waktu 
pengesahan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menunjukkan 
peningkatan SDM merupakan kebutuhan pokok dan program prioritas Pcmerintah 
Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan, khususnya dalam rangkan pengelolaan keuangan daerah. 
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BAB II 


TINJAllAN PUSTAKA 


A. Kajian Teori 

1. Mekanisme dan regulasi penyusunan APBD 

APBD adalah Rencana Keuangan T ahunan Daerah dalam bentuk Peraturan 

Daerah. Kalau dirunut alur pikir di atas. maka APBD merupakan instrumen utama 

untuk melaksanakan kebijakan dalam sam tahun anggaran. APBD dalam 

penyusunannya melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaaan 

substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah adalah, bahwa 

kalau sebelurtmya dominasi eksekutif sanga! besar dan hampir-hampir menafikan 

peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD. berubah ke penyusunan 

anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan 

demikian penyusunannya harus melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif. 

Untuk itu perlu dibuat atman main antara ketiga pihak sehingga hak dan 

kcwajibannya jelas. 

Menurut Nazaruddin (2005) karen3 APBD merupakan operasionalisasi dari 

berbagai kebijakan yang ditctapkan. maka harus mcncerminkan suatu kesatuan 

sistem perencanaan. yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitanlbenang 

merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap 

kebijakan publik dalam memahami sistimatika perencanaan yang bermuara pada 

anggaran. 

Kebijakan pllblik dipandang sebagm tindakan pemerintah. Thomas RDye 

daJam Krismartini (2007: 1.8) mengemukakan kebijakan publik sebagai "apapun 

II 
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pilihan pemeri11lah untuh melaku\.;all mau tidak melakukan",Dalam upaya untuk 

mencapai tujuan negara. pcmcrintah perlu mengambil pili han langkah tin{lakan 

yang dapm berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan 

sesuatu apapun merupakan SUalU kebijakan publik. karena merupakan upaya 

pencapaian tujuan dan pili han tersebuL membawa dampak yang sarna besamya 

dengan pilihan langkah llntllk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. 

Kebijak,an publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil 

yang dihadapi oleh masyarakat. dan penentu kebijakan publik sendiri haruslah 

berorientasi pada kepentingan publik. harus mempunyai semangat kepublikan dan 

berpegang pada konsep demokrasi, Dalam kebijakan publik, kesalahan dalam 

memformulasikan masalah. akan berdampak pada kesalahan kebijakan publik 

yang akan diterapkan, Merumuskan masalah memang kadang bukan merupakan 

hal yang mudah. Proses perumusan masalah menurul Patton dan Sawicki (1986) 

adalah sebagai berikut. 

L Memikirkap masalahnja, 

2, Memberikan batasan masalah. 

3, Mengembangkan pencarian fakta, 

4. Menentukan sasaran dan tlljuan, 

5. Mengidentifikasi po/i'J envelope, 

6, Menggambarkan potensi manfaat dan biaya. 

7. Mencermati kembali pernyataan masalah, 

Senada dengan pandangan Dye adalah George C.Edwards III dan Ira 

Sharkansky dalam Krismartini (2007: 1,8) yailU kebijakan publik adalah "apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau lidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat 
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ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement 

yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan 

pejabat pemerintah yang sogera ditindaklanjuti dengan program-program dan 

tindakan pemerintah", 

Kebijakan yang lebih baik menjadi tuntutan. sejalan dengan semakin 

meningkatnya kemampuan dan tuntutan masyarakat. Proses kebijakan publik saat 

ini juga dimntut llntuk lebih banyak melibatkan partisipasi publik, dengan 

demikian dalam implementasinya nanti kebijakan itu diharapkan tidak 

menimbulkan berbagai protos penolakan. Sebaliknya kebijakan publik yang 

diterapkan diharapkall lebih dapnt dinikmati oleh publik, tidak sekedar oleh 

kelompok atau segelintir orang di jajaran elite. sehingga kebijakan publik yang 

diterapkan benar-benar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan 

publik harus memiliki tujuan yang dapat sebesar-besamya memberikan manfaat 

kepada publik. 

Berdasarkan kebijakan publik. isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan yang 

menyangkut untuk siapa tlljuan kebijakan dilakukan. merupakan isu yang relevan 

dan sangat penting. Dengan kata !ain dalam merumuskan suatu tujuan. aspek 

politik selalu menyerlai perumusan tujuan kebijakan publik, Sebagaimana 

dinyatakan oleh Quade (1984) "public policy objectives are usually the product ()f 

political process. not of an individual decision ", Berdasarkan produk poUtik, 

perumusan tujuan kebijakan publik sering kali menjadi rumit dan diwamai oleh 

banyak kepentingan. Lebih dad itu perumusan tujuan kebijakan publik sering kali 

juga dhvamai oleh konflik kepentingan. 
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Menurul Du\-id Easton dalam Krismartini (2007;1 .11) "kebijakan publik 

adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota 

masyarakaf". Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai. melainkan 

sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan 

masyarakat atau kepentingan publik. akan menjadi desakan bagi pemerintah 

sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memfonnulasikan dan mewujudkan dalan1 

suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian 

nilai-nilai masyarakat tersebut seeara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. 

Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan 

tindakan pilihan pemerintah untuk mcneapai mjuan. 

Sebelum suatu kcbijakan publik diimplementasikan, tahapan sebe1umnya 

adalah perumusan kebijakan serta perencanaan kebijakan pubJik. Pada tahap-tahap 

ini diskusi tcntang perumusan tujuan kebijakan sangat penting dan merupakan 

saat yang menentukan dalam proses kebijakan publik. Hampir semua pengambil 

kebijakan mempunyai cita-cita dan pemikiran bahwa tujuan kebijakan yang 

dirumuskan dapat berlaku efektif dan mempunyai efektivitas yang tinggi. Dengan 

efektivitas tujuan ) ang tinggi diharapkan kebijakan tersebut akan dapat 

diimplementasikan secara baik. 

Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik mengenai 

pelaksanaannya maupun efek dan hasil yang dicapai. Oleh karena ilu. setiap 

kebijakan publik juga harus diketahui tingkat efektivitasnya. Kebijakan yang 

dirumuskan harus berlaku efcktif dan mempunyai efektivitas yang tinggi. 

Terpenuhinya kedua hal tersebut maka diharapkan implemcntasi kebijakan itu 

dikemudian hari dapat berlangsung dengan baik. Selain efektivitas, etisiensi 
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implementasi dari kebijakan juga menjadi pertimbangan. \vibawa. S. dkk 

(1994:64) mengemukakan efektivitas program menunjuk pad a tingkat pencapaian 

tujuan. sementara itu evaluasi efisiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa 

perbandingan an tara inpul atau sumber daya yang digunakan olch program dengan 

OUlputnya atau apa layanan yang diterima oleh kclompok sasaran. Hanya saja 

kedua kriteria ini sering kali hersifat kontradiktif karena program yang efektif 

belum tentu efisien dan demikian sebaliknya. 

Output kebijakan publik berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan 

keputusan-kepulusan dari kegialan politik, sebagai lindakan yang pemerintah 

ingin lakukan alau tidak ingin melakukan sesuatu yang secara otorilalif akan 

dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Ketika sistem POlilik bersifat 

Icbill terpusat. kcbijakan publik yang diambil lebih banyak diputuskan oleh pihak 

eksekuti (birokrasi) pemegang otoritas kekuasaan negara. Paradigma kebijakan 

publik lebih bersifat lOp down, dan tidak atau nyaris tidak mempertimbangkan 

aspirasi dan kepentingan publik. Kondisi itu berbeda dengan perencanaan, 

perumusan dan pcngambilan keputusan dalam proses kebijakan publik pada saal 

ini yang dituntut untuk lebih ban yak melibatkan partisipasi publik. 

Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewcnangan untuk 

melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan negara dan mengatur 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara. Pemerintah adalah 

organisasi yang dibcri kekuasaan untuk menjalankan tugas-tugas dan kepcntingan 

suatu negara (Sabeni dan Gozali, 1990) dalam M.lkhsan, Agus Santosa, Hannanti 

(2007: 1.I). Penyelenggaran berbagai aktivitas pemerintahan untuk melaksanakan 
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tugas dan fungsi negara tersebUl membutuhkan dana untuk membiayai berbagai 

pengeluaran.• 

Kcuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam 

bidang keuangan. yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan 

(sourL'e oOill1d) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (uses of 

,fund) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Arsjad. et.aL 1992:2) dalam 

M.lkhsan. Agus Santosa. Harmanti (2007;J .26). Seorang ahli keuangan publik 

lainnya. yakni Suparmoko (1991 : 24) dalam M.Ikhsan, Agus Santosa, Harmanti 

(2007;1.8) menyalakan bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan karena 

pemerintah liarus menyediakan barang-barang publik. mengalokasikan bar:mg

barang produksi maupun barang konsumsi. memperbaiki distribusi pendapatan, 

memelihara stabilitas nasional tennasuk stabilitas ekonomi. serta mempcrcepat 

pertumbuhan ekonomi. 

Anggaran merupakan salah satu aspck yang sangat penting bagi sualu 

organisasi. demikian pula dengan organisasi pemerintahan. Fungsi-fungsi 

pemerintahan hanya dapat dilaksanakan bila tersedia dana yang mencukupi. 

Ketersediaan dana bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut akan 

tercermin da'lam anggaran atau apa yang sering disebllt sebagai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja. 

Suparmoko (1991) dalam M.lkhsan, Agus Santosa, Harmanti (2007;9.4) 

mcnyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran (budget) ialah suatu daftar 

atau pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang 

diharapkan dalam jangka waktu tertenlll, biasanya satu tahun. 
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Spicer & Bingham (]99]) dalam M,Ikhsan. Agus Samosa. Harrnanti 

(2007:9.10) menyatakan bahwa dari perspektif manajer publik. penganggaran dan 

manajemen keu3ngan memiliki setidaknya tiga fungsi penting, ) akni kontrol 3tau 

pengendalian. mana]emen atau pengelolaan. dan planning atau perencanaan. 

Tujuan dari fungsi pengendalian adalah untuk meyakinkana bahwa. dana yang 

tersedia digunakan hanya untuk tlljuan-tujuan yang telah ditetapkan dan untuk 

mencegah penggunaan dana yang berlebihan atau pemborosan. Fungsi 

pengelolaan dalam anggaran ditekankan pada pencapaian produktivitas dalam 

pemberian layanan, at au dengan kata lain efisiensi dan efektivitas dalam 

pemberian layanan. Sedangkan fungsi perencanaan dalam anggaran dikaitkan 

dengan pengalokasian sumber-sumber daya dalam organisasi. Perencanaan 

berkaitan dengan apakah suatu program harus ditambah. dihapuskan, 

ditingkatkan. dan sebagainya. 

Dari sisi aturan. maka mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD 

dari talmn 2004 hingga sekarang yang telah mengalami beberapa kali perubahan, 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang

Undang Nomor J5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengeloiaan 

Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. serta peraturan perundang

undangan yang terkait !ainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah terse but, telah membawa 

pengaruh yang signifikan terhadap pengelo!aan keuangan daerah, khususnya di 

bidang penyusunan anggaran daerah. Adanya pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengeloJa semua 

potensi penerimaan daerah secara maksimaL sebagai konsekuensinya sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang se\ama ini bersifat sentralisasi, sekarang 

berubah menjadi desentralisasi. 

Seiring dengan bergulimya peiaksanaan desentralisasi pemerintahan 

terse but, lelah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah unluk 

menentukan dan menyusun sendiri APBD-nya. Kondisi dcmikian jelas 

mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap mekanisme dan 

proses penyusunan. pelaksanaan. serta pertanggungjawaban keuangan daerah 

kepada semua s/akeholders-nya. Namun dalam peiaksanaan otonomi daerah 

temyata kewenangan yang diberikan tersebut secara umum masih ada yang 

disalahtafsirkan oleh pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif 

(MahrizaL 2008). 
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Emirzon (2005) mengemukakan. semenjak otonomi daerah dicanangkan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 rahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 25 rahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara 

Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Cndang Nomor 32 

rahun 2004 dan Cndang·Undang Nomor 33 rahun 2004. iklim regulasi di 

Indonesia mengalami perubahan besar. 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 33 rahun 2004. di mana besamya disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. 

Semua surnoer keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan surnber keuangan yang antara lain 

berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah, sesuai dengan urusan 

pemerintahan yang diserahkan; kewenangan memungut dan rnendayagunakan 

pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber

sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak 

untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-surnber pendapatan 

lain yang sah serta surnber-sumber pemhiayaan. 

Sebenarnya dalarn pelaksanaan otonomi daerah (old a) pernerintah daerah 

tidak hanya menekankan regulasi saja. Seharusnya pemerintah daerah mendorong 

pemberdayaan rnasyarakat. menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. meningkatkan 

peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah (DPRD), Kebijakan yang diterbitkan oleh pemeintah daerah 

haruslah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan 

sebaliknya, Terkesan pemerintah daerah dapat bertindak apa saja unluk 

menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), demi terpenuhinya anggaran 

pendapatan bdanja daerah (APBD), 

2. Kinerja perencanaan dalam penyusunan APBD 

Setiap organisasi. baik yang berorientasi laba maupun nirlaba memerlukan 

suatu alat pengukuran yang bersifat slrategi, komprehensif dan seimbang untuk 

mendorong perbaikan organisasi secara berkesinambungan, Pengembangan dan 

pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapal 

dicakup sehingga dalam proses pengambilan kepl!tusan unluk perbaikan kinerja 

tidak terjadi salah arah, 

Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai pembahasan kinerja perencanaan 

dalam penyusunan APBD ini. terlebih dahulu akan dibahas mengenai definisi 

kinerja sehingga lerdapal persamaan persepsi, Kinerja menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia berarti "suatu yang dicapai" atau prestasi yang dicapai alau 

diperlihalkan sehingga kinerja dapat diartikan sebagai pre stasi kinerja oleh 

individu perusahaan. Sedangkan pengukuran kinerja menurut (Donelly Gibson 

dan Imacevich: 1994) adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mencapai lujuan yang lelah dilelapkan, kinerja ilu 

sendiri dapal dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan balk. Selain itu dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) juga 

dijelaskan tentang informasi dari kinerja perusahaan, yaill! informasi kinerja 
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perusahaan terutama protltabilitas diutamakan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan 

(http://www.ppak-stan.com). 

Berdasarkan beberapa referensi disebutkan bahwa istilah kinerja berasal dari 

katajob perfo.rmance atau actual performance, yang berrnakna pre stasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja 

pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Penulis 

lain mengartikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004: 67). Sementara Bernardin 

dan Russell (1993:378) mengartikan kinerja sebagai "the record of outcomes 

produced on a specijiedjob, .Iimction. or activity during a specified time period", 

yaitu catatan outcomes yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan 

yang dilakukan selama peri ode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan secara 

keseluruhan sarna dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau 

kegiatan yang dilakukan. 

Sebagai pegangan dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan 

kerja seorang pegawai yang dapat dibuktikan dari hasil kerja sehari-hari yang 

dapat memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap 

pegawai diharapkan memiliki kinerja (prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga 

smergl dari' prestasi-prestasi pegawal akan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan eksistensi organisasi di tengah-tengah masyarakat. Penjelasan di 

atas menekankan bahwa pengertian kinerjaJprestasi sebagai 'hasil" atau "apa yang 

keluar" (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusinya pada organisasi. 
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Definisi pengukuran kineria menurut Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl09!M,PAN/5I2007 adalah kegiatan 

manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan 

standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan, Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada 

kelompok indikator kinerja kegiatan, yang berupa indikator-indikator masukan, 

keluaran, hasil. manfaat, dan dampak. 

Penilaian terse but tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan 

mengolah masllkan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan 

kebijakan/programlkegiatan, yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran dan tujuan, Ruang lingkup pengukuran kinerja yaitu, dengan 

menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan 

data kinerja.· yang diperoleh melalui data internal. yang ditetapkan baik oleh 

instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi. 

Pengumpulan data kine~ia dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, 

lengkap, tepat waktu. dan konsisten yang berguna dalam pengambilan keputusan, 

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 

indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasH dilakukan secara terencana dan 

sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, dan kualitas 

pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat 

dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam 

rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi, Pengukuran kine~a 

meliputi kinerja kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana 
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tingkat capaianJ dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan 

tingkat pencapaian sasaran organisasi. yang merupakan tingkal pencapaian largel 

(rene ana lingkal capaian) dari masing-masing indikator sasaran. yang telah 

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja (http://www.ppak-stan.com). 

Pengukuran lingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran 

kinerja kegiatan. yang diwujudkan dalam hentuk lndikator Kinerja Kunci (Key 

Performance indicator). 

Dilihat dari perkembangannya, perencanaan keuangan (anggaran) 

pemerintah sekarang menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Penenluan 

anggaran berbasis kine~ia ini merupakan per\liujudan dari upaya untuk 

meningkalkan akuntahilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sukarman, 

2007). Masyarakat saat ini sudah menyadari akan hak-haknya lerhadap 

pengelolaan keuangan pemerintah. Sebab bagaimanapun, masyarakal merupakan 

slakehoders dari pemerinlahan. Mereka berhak mengelahui arah kebijakan 

pemerinlah dan penggunaan dana yang akan dialokasikan. Berdasarkan 

perencanaan keuangan berbasis kinerja lersebul, masyarakat dapal mengetahui 

apakah benar sumber dana yang ada ilu dialokasikan pada lempatnya, ataukah 

disalahgunakan seperti yang tcrjadi selama ini. Pemerintah jelas fungsinya adalah 

melayani masyarakat. Karena itu, semua hasil yang dilakukannya tentunya akan 

dikembalikan lagi untuk kesejahleraan masyarakat. 

Seperti diketahui, ukuran kinerja yang baik itu besar manfaatnya sebagai 

informasi dalam pengembilan keputusan dalam bidang: 

- perencanaan stratcgis; 

- manajemen program dan kualitas pelayanan; 
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- alokasi sumber daya dan anggaran belanja: 


- pengawasan kontrak; 


- manajemen personalia: 


- kerjasama antar departemen: 


- komunikasi dengan masyarakat. 


Untuk itulah penyusllnan APBD berdasarkan kinerja dan berorientasi kepada 

kepentingan publik harus memllat hal-hal berikut ini. 

- Rincian mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

- Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 

- Standar pelayanan yang diharapkan dan perk iraan biaya satuan komponen 

kegiatan yang bersangkutan. 

- Prosentase dari jumlah pendapatan yang mcmbiayai bclanja administrasi 

umum dan pemcrintahan umum. 

Di samping itll. untuk mcngukur kincrja keuangan pcmerintah daerah perlu 

dikembangkan berbagai hal sebagai berikut. 

- Standar anal isa belanja. yaitu penilaian kewajaran biaya untuk setiap kegiatan. 

- Tolok ukur kinerja. yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

organisasi perangkat daerah. 

- Standar biaya. yaitu harga satuan nnit biaya yang berlaku bagi masing-masing 

daerah, 

Keberhasilan ukuran kinerja dapat dirasakan jika memenuhi: 

- berorientasi kepada hasil (result-oriented): memfokuskan pada hasil bukan 

proses: 
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- seleClive: menggunakan indikator-indikator kinerja yang paling penting dan 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan~ 

- bennanfaat (usefiiT): ukuran tersebul marnpu menyediakan informasi nilai bagi 

instansi dan pengambil keputusan; 

- dapat dipercaya (reliable): menghasilkan data yang akurat dan konsisten 

sepanjang waktu; 

- laporan mudah diakses oleh masyarakat luas; 

- mernasukkan perbandingan-perbandingan baik internal maupun eksternal. 

Meskipull sebagian besar pemerintah daerah sejak tahun 2003 sudah 

mencoba menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance base 

budgeting). Tapi. dalam kenyataannya menunjukkan bahwa dalam proses 

penyusunan dan pengalokasian anggaran tersebut. tampaknya pemerintah daerah 

masih belum menghiraukan dan rnemperhatikan kebutuhan serta kepentingan 

publik (masyarakat). Sayangnya, rnasih berorientasi pada kepentingan aparatur 

pernerintaban daerah sendiri (eksekutif dan legislatif). Hal ini barangkali terjadi, 

karena selam'a ini partisipasi dan keterJibatan publik daJam penyusunan APBD 

tersebut kelihatannya masih relatif rendah sekali. Kenyataan yang demikian 

mengakibatkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam APBD tampaknya 

belum banyak berpihak kepada kebutuhan masyarakat (stakeholders), Hingga, 

anggaran yang dihabiskan sering menjadi tidak efektif dan kurang efisien. 

Maksudnya, alokasi anggaran memang makin meningkat dari tahun ketahun. 

Kenyataannya, belurn memberikan kontribusi dan dampak signifikan terhadap 

peningkalan perekonomian rnasyarakat. serta terhadap penanggulangan 

pengangguran dan kemiskinan (Mahrizal. 2008). 
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Sebelum lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, 

sistem anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh daerah 

menggunakan sistem anggaran tradisional (lraditionai hudget). Akan tetapi 

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi pemerintahan, maka 

sistem penyusunan APBD juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. 

Terjadinya perubahan sistem anggaran ini, karena sistem anggaran tradisional 

(line-item budgeting) dianggap memiliki beberapa kelemahan antara lain; bersifat 

senlral dan top down, kenaikan jumlah anggaran setiap tahun secara increamental 

tanpa dasar yang jelas, prestasi diukur dari penyerapan anggaran oleh setiap unit 

kerja, dan lainnya. 

Akibat terdapat beberapa kelemahan sistem anggaran tradisional, maka sejak 

tahun 2003 sistem anggaran daerah mengalami reformasi. Semua daerah di 

Indonesia mulai menerapkan sistem anggaran kinerja (performance budget). 

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja ini memiliki 

beberapa karakteristik dan perbedaan yang sangat mendasar bila dibandingkan 

dengan sistem anggaran tradisional. Beberapa perbedaan yang sangat kentara 

tersebut antara lain: penyusunan anggaran tradisional lebih bersifat sentralistis, di 

mana perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan apa yang 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat di daerah. 

Dampaknya, ban yak program maupun proyek-proyek di daerah yang 

menghabiskan dana yang cukup besar, tetapi tidak bermanfaat dan membawa 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan pelayanan publlk maupun 

perekonomian ma~yarakat di daerah, Berdasarkan prinsip dalam penganggaran 

bahwa. sistetp anggaran berbasis kinerja lebih bersifat de.l'enlralislis. 01 mana 
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penyusunan perencanaan dan penganggaran tidak didominasi oleh pemerintah 

pusat. tetapi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan melakukan 

penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) melalui partisipasi masyarakat 

terlebih dahulu. Di samping itu. sistem anggaran berbasis kinerja tidak hanya 

berorientasi dan fokus kepada input saja. tetapi juga fokus kepada output dan 

oU/come. 

Meskipun sistem anggaran telah mengalami perubahan yang cukup 

mendasar. namun dalam kenyataannya sampai sekarang masih saja terlihat 

kepentingan rakyat masih saJa ada yang terabaikan. Kondisi yang demikian 

barangkali disebabkan beberapa f"ktor antara lain; Pertama, perubahan sistem 

anggaran terse but kelihatannya belum diikuti oleh keterlibatan dall partisipasi 

masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Kalaupun ada proses pelibatan 

masyarakat melalui Rakorbang. Musrenbang misalnya. letapi menu rut Nunuy 

(2004) pelibatan masyarakat itu belum berdasarkan pada kompetensi yang 

dimiliki. 

Kedua. sistem anggaran kinerja yang dilakukan setiap pemerintah daerah di 

Indonesia sampai sekarang ini baru membawa peru bah an terhadap administrasi 

pencatatannya saja dan belum pada perubahan substansinya yang berdasarkan 

pada konsep value for money (ekonomis. efisien dan efektivitas). Hal ini di 

sampmg disebabkan masih lemahnya pemahaman SDM pemerintah daerah 

terhadap sistem anggaran terse but. juga karena kurangnya pengawasan yang 

dilakukan oleh publik. Ketiga. sistem anggaran kinerja yang seharusnya lebih 

fokus dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (belanja publik), tetapi di 

dalam kenyataannya malahan lebih didominasi oleh belanja aparatur. 
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Keempat. sangat tcrbatasnya waktu yang tersedia oleh eksekutif untuk 

memberikan pelayanan kepada publik. Sebab. waktu eksekutif hanya habis untuk 

menyusun anggaran dan mempersiapkan berbagai jenis laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kelima. lemahnya partisipasi dan 

kontrol publik telah memberikan keleluasaan bagi Pemda, baik eksekutif maupun 

legislatif dalam menyusun dan menentukan anggaran memmll kemauan dan 

kepentingan mereka, tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. 

Sebagai konsekuensinya terlihat sekarang ini, sebagian mereka hams 

berhadapan dengan hukum dan pengadilan. Keenam, cukup lamanya pihak 

eksekutif maupun legislatif dalam menyusun dan membahas anggaran. Kondisi 

ini di samping tidak ada waktu lagi untuk mensosialisasikan RAPBD kepada 

publik. pengesahan anggaran dan penetapan Perda tentang APBD sena penetapan 

peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, juga menjadi sering 

terlambal. 

Menumt Nazaruddin (200S) anggaran kinerja adalah anggaran yang 

mengedepankan prestasi kerja. dengan lebih mengutamakan hasil dibanding 

keluaran. Karena mengedepankan prestasi kerja, maka hams ada indikator kinerja 

dari setiap parameter kinerja. lndikator kinerja antara lain input (masukan), output 

(keluaran), vu/come (hasil), benetil (manfaat). dan impact (dampak). Dari sisi 

struktur anggaran ada perbedaan yang substansial an tara anggaran kinerja dengan 

sistjm anggaran sebeJumnya. Istilah Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sangat 

terkail dengan stmktur teknis APBD. Stmktur berdasarkan pendekatan kinerja 

dibagi menjadi 3 (tiga) Pos. yaitu Pos Pendapatan, Pos BeJanja, dan Pos 

Pembiayaan. Berdasarkan pada struktur anggaran yang lama, yang disebut sebagai 
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struktur anggaran berimbang dan dinamis, strukturnya hanya ada 2 (dua) Pos. 

yaitu Pos Pendapatan dan Pos Belanja. Perubahan struktur anggaran ini sangat 

terkait dengan upaya unluk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sistim 

anggaran lama ternyata terjadi pembiasan baik Pos Pendapatan maupun Belanja, 

karena ada beberapa obyek yang seharusnya masuk ke Pos Pembiayaan. 

Pendapatan adalah sem1l3 penerimaan kas daerah dalam peri ode tahun anggaran 

tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada Pos 

Pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan. Penerimaan 

adalah semua penerimaan kas daerah dalam peri ode tahun anggaran tertentu. 

Pendapalan yang terealisasikan dan masuk kas daerah menjadi penerimaan, tetapi 

tidak semua penerimaan merupakan pendapatan. karena ada penerimaan yang 

berasal dari pembiayaan. 

Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), kelompok Dana Perimbangan. dan kelompok Lain-lain 

Pendapatan Yang Sah. PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah yang 

bersangkutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Jenis-jenis 

PAD antara lain Pajak Daerah, Relribusi Daerah, bag ian laba hasil usaha 

daerahllaba BUMD, dan lain-lain PAD. Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi 

daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan 

daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan Pemerintah Alasan semakin 

berkurang. Obyek PAD antara lain untuk Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor, 

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan lain-lain. 
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Kelompok Pendapalan yang kedua adalah Dana Perimbangan. Dana 

Perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan yang berasal dari 

pemerintah pusat yang kemudian didaerahkan . Dana Perimbangan ini antara lain 

Bagi HasH Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus. 

Bagi HasH Pajak dan Bukan Pajak adalah pendapatan pemerintah pusal yang 

kemudian dibagihasilkan dengan pemerinlah daerah, misalnya Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan. Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang 

merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat dengan menggunakan fonnula 

tertentu. seperti luas wilayah. jumlah penduduk miskin, PAD dan lain-lain. 

Sedang Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah lanpa fonnula 

tertentu dan khusus untuk kebutuhan tertentu. misalnya DAK untuk reboisasi. 

DAK infrastruktur, kesehatan. pendidikan dan lain-lain Nazaruddin (2005) 

melanjutkan bahwa pendapatan di luar PAD dan Dana Perimbangan adalah Lain

lain Pendapalan yang sah. Pendapatan ini misalnya Dana KontinjensilDana 

Darurat dan lain-lain. 

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran 

tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan pengeluaran daerah adalah semua 

pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertenlu. Belanja setelah 

direalisasikan akan menjadi pengeluaran, namun belum tentu setiap pengeluaran 

merupakan belanja, Pengeluaran bisa saja bukan dalam bentuk belanja. tetapi 

berupa pengeluaran pembiayaan. misalnya pembayaran hutang pokok. penyertaan 

modal daerah, Pos belanja secara teknis dibagi menjadi beberapa kelompok 

belanja, antara lain Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 
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Pemeliharaan. Belanja Modal. Belanja Bagi Hasil dan Banluan Keuangan. dan 

Belanja Tidak Tersangka. Dari sifatnya belanja dapat dibagi menjadi dua. yaitu 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengertiannya adalah sebagai 

berikut: 

a. 	 8elanja langsung adalah belanja yang besar kecilnya dipengaruhi secara 

langsung oleh adanya kegiatan. Semakin banyak volume kegiatan maka akan 

semakin meningkat belanjanya. 8elanja langsung juga dapat disebut sebagai 

belanja yang dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan. Be1anja 

langsung ini dapat disebut sebagai variabel cost; 

b. 	 Belanja tidak langsung adalah belanja yang besar kecilnya tidak dipengaruhi 

secara langsung oleh adanya kegiatan. Belanja ini dapat disebut sebagai fixed 

coS!. 

Setclah pengertian sifat belanja. kemudian masuk kepada definisi kelompok 

belanja, menurut Nazaruddin (2005), yaitu: 

a. 	 Belanja Administrasi Umum (BAU): konsep ini lain dengan apa yang disebut 

sebagai belanja rutin. BAC adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah 

aset tetap. Misalnya belanja gaji pegawai. Iistrik. air, telpon. pemeliharaan 

kendaraan dan lain-lain; 

b. 	 Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) adalah belanja langsung dan lelapi 

tidak menambah asel. BOP merupakan bela~ja yang berbentuk kegiatan. tetapi 

tidak menambah asel. Misalnya belanja operasional penertiban Pedagang Kaki 

Lima; 
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c. 	 Belanja Modal (BM), adalah helanja langsung dan menambah aseL Contoh 

BM antara lain membangun gedung, beli kendaraan bermotor, bangun jalan 

dan lain-lain; 

d. 	 Belanja Bagi HasH dan Bantuan Keuangan (BBH-BKl adalah belanja yang 

bersifat transfer langsung tanpa indikator kincrja. Bclanja ini misalnya untuk 

Provinsi alokasi hagi hasil PKB-BBNKB ke KebupatenlKota. bantuan kepada 

organisasi sosial kemasyarakatan, olah raga. profesi dan lain-lain; 

e. 	 Belanja Tidak Tersangka. dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah 

yang mendesak untuk dilaksanakan, tetapi belum ada anggarannya. 

Kemudian perbedaan substansial dengan struktur anggaran sebelumnya 

adalah adanya Pos Pembiayaan. Pos pembiayaan adalah suatu transaksi keuangan 

daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. 

Jika pendapatan lebih kecil dari belanja akan te~iadi densi!. Detisit tersebut 

kemudian ditutup oleh pembiayaan. Jika terjadi surplus. yaitu pendapatan lebih 

besar dibanding belanja, maka surplus tersebut juga akan dimanfaatkan oleh pas 

pembiayaan. Adanya pos pembiayaan ini diharapkan sistim anggaran kinerja 

dapat lebih akuntabel dan transparan. Obyek yang ada pada pembiayaan, dalam 

struklur anggaran sebelumnya sebenamya lelah ada. tetapi muncul di Pos 

Pendapatan alau di Pos Belanja. Padahal peruntukannya bukan untuk pas terse but. 

Pas peplbiayaan dibagi menjadi dua kelompok. yaitu penerimaan dan 

pengeluaran. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun yang Ialu. Transfer dari Dana Cadangan. hutang/penjualan 

obligasi, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran 

pembiayaan terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan. Penyertaan Modal, 
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Pembayaran Hutang Pokok yang Jaluh Tempo. dan Sisa Lebih Tahun Anggaran 

Berjalan. 

Menurul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pada Pasal I ayat (37) Kinerja adalah 

keluaranlhasil dari kegiatanlprogram yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. HasH (oufcome) adalah segal a sesuatu yang mencerrninkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam sualu program. Struktur 

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja 

Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok . .lenis. objek dan rincian objek 

pendapatan. Belan.la daerah adaiah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang niiai kekayaan bersih. Beian.la menurul keiompok belanja 

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak 

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak lerkait seeara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang 

terdiri dad; belanja pegawai. bunga, subsidi. hibah. bantuan sosial, belanja bagi 

hasiL belanja bantuan keuangan. dan belanja tidak terduga. 
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Kelompok belanja langsung dari suaw kegiatan dibagi menu rut jebis 

belanja yang terdiri dari: belanja pegawai. belanja barang dan jasa. dan belanja 

modal. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada lahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah 

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pemblayaan. 

3. Penyusunan APBD 

Dalam Undang-Cndang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur keuangan 

negara sebagai dasar penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah tidak 

ban yak memua! peran serta masyarakat balk dalam pemanfaatan anggaran 

maupun evaluasinya. Penyusunan APBD seharusnya tidak bisa lepas dari kaidah 

penganggaran sektor publik. Setidaknya ada tiga kaidah yang harus dipenuhi 

dalam penyusunan APBD. Tiga kaidah tersebut adalah legitimasi hukum, 

legitimasi linansial. dan legitimasi politik. Legitimasi hukum menyangkut sejauh 

mana APBD disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

ada. Penyusunan APBD terikat pedoman, prosedur, tahap, dan peruntukan sesuai 

dengan peraturan yang ada. Legitimasi linanslal mensyaratkan penyusunan APBD 

harus dlsesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan anggaran yang dimiliki daerah. 

Di dalamnya harus dipatuhi asas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Penggelembungan dana (markup) dan anggaran ganda menjadi sesuatu yang 

haram dan melanggar asas elisiensi. 

Dad sisi efektivitas. anggaran harus sesuai prioritas kebutuhan dan tepat 

sasaran terhadap kepentingan publik. Istilah menghabiskan anggaran tidak lagi 
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dikenal dalam penyusunan APBO saat ini. Yang diterapkan adalah prinsip money 

til/lim .rune/ion. yaitu. uang disediakan untuk memenuhi fungsi kebutuhan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada alokasi anggaran tiap 

instansi. yang ada adalah kebutuhan anggaran instansi. 

Legitimasi politik mensyaratkan bahwa APBO harus merupakan hasil 

aspirasi masyarakat. Legitimasi politik tidak sekadar berupa pengesahan oleh 

wakil rakyat. Tetapi. di dalamnya merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

hasil perencanaan hallam up yang sesungguhnya. Praktik saling titip proyek atau 

agenda terselubung lainnya menjadi sesuatu yang menodai legitimasi politik ini. 

Ketiga hal di alas cukup menggambarkan bagaimana sesungguhnya. Lalu 

pertanyaan yang akan muncul adalah. akankah perubahan itu berdampak kepada 

tingkat serapan anggaran yang mampu dinikmati masyarakat secara luas? Atau 

justru sebaliknya. prospek peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin 

sulit dicapai. 

Oalam RAPBO 2008 ini. Fraksi FKS memberikan catatan tambahan berupa: 

Kami setuju dengan pendapal Walikota dalam Nota Kuangan bahwa APBD 

adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

menentukan skala prioritas. Hanya saja dalam catatan kami pemerintah daerah 

tidak jelas dalam mener,tukan skala prioritas. Kami juga setuju pentingnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD, sehingga tersaji 

informa~i yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan 

sasaran dan sumber pendanaan. Hal ini semestinya tercennin dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) dengan output dan outcome yang terukur dan sinergi 

dengan target-target RPJMD (FKS. 2008). 
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Berdasarkan berbagai peraturan perundangan yang telah tersebut di alas 

pada prinsipnya penyusunan APBD haruslah mengedepankan prinsip·prinsip 

good governance. misalnya akuntabililas. transparansi. responsifilas. efeklif, 

efisien. partisipalif dan lain-lain. Unluk menerjemahkan prinsip·prinsip tersebut 

maka disusunlah alur perencanaan anggaran. 

Menurtll Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, 

penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum 

(AKU) APBD yang dilakukan oleh Pemerinlah Daerah bersama-sama DPRD, 

Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan penjaringan 

aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerail (Renstr~) 

danlatau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan dengan Daerah. 

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD Kepala Daerah menyusun 

Strategi dan Prioritas APBD. Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan 

Prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat 

daerah dalammenyusun usulan Program. Kegiatan dan Anggaran. 

Penyusunan AKU didasarkan kepada rencana strategis (Renstra) yang lelah 

diletapkan melalui peraluran daerah yang merupakan master plan kebijakan suatu 

pemerintahan dalam peri ode lertenluirezim, Karena Renstra merupakan kebijakan 

dalam bentuk Perda. maka seharusnya pada saal penyusunannya sudah melalui 

mekanisme public hearing dan partisipasi publik. Namun unluk dipahami. karena 

Renstra disusun untuk perencanaan dalam jangka waklu lima tahun, maka sangat 

mungkin Renslra yang disusun kurang sesuai dengan perkembangan yang lerjadi 

di masyarakiil, Apalagi dalam perkembangan masyarakat yang sedemikian 

komplek. maka semakin panjang renlang waktu perencanaan akan semakin sulit 
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pula lIntllk memprediksi dan semakin lemah pula akurasi perencanaan. Untuk itu 

diperlukan instrumen lainnya yaitu penjaringan aspirasi masyarakat 

Penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan 

masyarakat yang seliap saat bisa berubah dan ada kemungkinan berbeda dengan 

rencana strategis yang telah ditetapkan dan hams direspon oleh pemerintah 

sebagai bentuk responsifitas dan akunlabililas pemerinlah daeran terhadap publik. 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat (laring Asmara) dilaksanakan dengan 

menggunakan berbagai metode. baik aktif maupun pasif. .laring Asmara secara 

aktif anlara lain melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), 

Diskusi UDKP. dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Selain ilu unluk mengelahui kebutuhan masyarakal secara lebih obyektif. maka 

laring Asmara yang dilaksanakan juga menggunakan inslrumen metode penelitian 

survey, 

Jaring Asmara yang dilaksanakan secara pasif dengan menggunakan 

berbagai melode. antara lain dialog interaktif melalui radio. dan media massa 

lainnya. Media lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan 

keluhan. usulan dan lain-lain adalah melalui situs internet www.jogja,gojd, dan 

sms hot line. Adanya beberapa media ini diharapkan masyarakal dapat secara 

leluasa mempergunakannya sesuai dengan kemampuan teknologi dan 

kesukaannya. Berdasarkan metode in! maka publik akan dapat langsung 

mengakses ke pengambil kebijakan, sehingga dapat dikatakan sudan tidak ada 

sekat lagi birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah. 

Kebijakan Umum APBD yang disusun juga hams mempertimbangkan 

adanya kebijakan dari pemerintan pusat. Kebijakan pemerintah pusat menjadi 
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salah satu instrumen untuk menyusun Kebijakan Umum APBD karena banyak 

kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklaniuti dengan kebijakan 

angggaran. misalnya dana pendampingan atas alokasi APBN. Di samping itu 

sebagaimana kita ketahui. struktur pendapatan sebagian besar berasal dari Dana 

Perimbangan. sehingga kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Perimbangan 

akan mempengarl.lhi perfomance APBD. Ketiga komponen sebagai dasar 

penyusunan APBD tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebijakan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD. pemerintah daerah menyusun 

Prioritas dan Plafon APBD sebagai landasan operasional masing-masing unit 

kerja dalam menyusun kegiatannya. Urgcnsi perlunya Prioritas dan Plafon adalah 

karena keterbatasan anggaran dan diperlukan adanya program dan kcgiatan yang 

tepat untuk mencapai kebijakan yang tclah ditentukan. Setelah ada AKU serta 

Strategi dan Prioritas APBD. maka keduanya harus diopersionalkan dalam bentuk 

Rencana Anggaran Satuan Ke~ia (RASK). RASK inilah dokumen yang paling 

operasional dalam proses penyusunan Rancangan APBD. 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi perubahan dalam proses 

penyusunan APBD yang mula; berlaku sejak Tahun Anggaran 2007 hingga 

sekarang. Sebelum melakukan penyusunan APBD pemerintah daerah terlebih 

dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan 

dokumen rencana pembangunan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran dan 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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Berdasarkan RKPD tersebut maka Kepala Daerah dibanlu oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyusunan Rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang seianjUlnya disampaikan kepada DPRD 

untuk dibahas bersama antara T APD dengan Panggar DPRD unluk mendapatkan 

persetujuan bersama dan disepakati bersama menjadi KUA. Berdasarkan KUA 

yang telah disepakali tersebul. pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan oleh T APD. Rancangan 

PPAS kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas 

bersama antara T APD dan Panggar DPRD unluk mendapatkan persetujuan 

bersama dan disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). KUA dan 

PP A yang tdah disepakali tersebul kemudian diluangkan dalam Nola Kesepakatan 

KUA serta PPA yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan 

DPRD. Selanjutnya masing-masing SKPD melakukan penyusunan RKA-SKPD 

dengan mempedomani KUA dan PPA yang tertuang dalan Sural Edaran Kepala 

Daerah lenlang pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah 

dibahas oleh T APD dan disempumakan oleh kepaJa SKPD selanjutnya 

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan digunakan 

sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD). 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah. maka sejak tahun anggaran 2008 proses 

penyusunan APBD sedikil mengalami perubahan yaitu, Rancangan KUA dan 

PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD secara bersamaan dan 
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ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam waktu 

bersamaan. 

Domai (2002) dalam tulisannya menyebutkan bahwa tahap penyusunan dan 

penelapan APBD melibalkan Eksekutif dan Legislatif, dalam rangka menetapkan 

pokok-pokok pembangunan daerah di antaranya : 

a. Arah kebijaksanaan Pembangunan Daerah. 

b. Sasaran Pembangunan Daerah. 

c. Semua nampak pada visi-misi dan RENSTRA Pemerinlah Daerah. 

4. Proses perencanaan dan penganggaran daerab 

Pembangunan daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan 

nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah 

menurul prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesaluan Republik Indonesia 

(NKRI). Perencanaan adalah suatu proses unluk menentukan masa depan yang 

tepat. melalui urusan pilihan. dengan memperhltungkan sumber daya yang 

tersedia. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. pelaksanaan. dan pengawasan. 

Upaya pembangunan mengarah kepada pencapaian tujuan yang diharapkan 

dan dilakukan seeara berlahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan dan 

pencapaian hasil pembangunan tahap yangbersangkutan akan menjadi landasan 

ataupun anak langga bagi kelanjlltan lIsaha pembangunan pada tahap berikutnya. 

Pentahapan pemba[lgunan mengikuti pola rencana tahunan. menengah dan jangka 

panjang dilakukan sedemikian rupa sehingga tahap rencana yang 

diimplementasikan pada peri ode yang lebih awal mef\jadi tangga dan landasan 
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bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya, Oleh karenanya para perencana 

harus mampu memikirkan langkah-Iangkah yang bersifat strategis untuk 

membuka atau melempangkan jalan bagi upaya pembangunan selanjutnya, 

Perencanaan pembangungan daerah disusun dalam rangka untuk 

memecahkan permasalahan pembangunan daerah. yang bersangkutan dan juga 

untuk memilljang pelaksanaan rencana pembangunan jenjang daerah diatasnya, 

termasuk program pembangunan nasional. Salah satu taktor adanya perencanaan 

pembangunan di daerah adalah. karena adanya perbedaan potensi dan kondisi 

ekonomi dan sosial antar daerah, Ini mendorong daerah untuk merancang 

langkab-Iangkah agar tujuan pembangunannya dapat dicapai seeara bertahap. 

Daerah maju dan kaya dengan sumber alam, akan berbeda prioritas 

pembangunannya dibandingkan dengan daerah yang kebetulan miskin dan 

tertinggal dalam pembangunan. Daerah yang sedang berada dalam tahap transisi 

kearah berkembang maju. akan berbeda permasalahannya dengan daerah yang 

sedang mengalami stag nasi atau sedang merosot perkembangannya, Perbedaan 

potensi dan kondisi sosial ekonomi tersebut memerlukan langkah penanganan 

yang berbeda. 

Selain itu pengembangan ekonomi dan sosial suatu daerah tidak ler/epas 

kailannya dengan daerah-daerah lain, lerutama dengan daerah-daerah yang 

berdekalan dengannya. Perencanaan pengembangan daerah ekonomi dan sosial 

suatu kOla. bagaimanaptlll lidak bisa berdiri sendiri, lepas dari daerah belakangnya 

(hiler/and dari kola terse but). Kesemua hal lersebut membuat suatu daerah 

memiliki kekhususan kondisi dan potensi sosial ekonominya sendiri, untuk mana 
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diperlukan penyusunan reneana pembangunan yang bisa berbeda dari daerah yang 

lain. 

Perencanaan sebagai suatu alat atau eara untuk meneapai tujuan lebih baik 

didasarkan pada alasan sebagai berikut : 

a. 	 Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya sualu pengarahan kegiatan, 
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada 
pencapaian tujuan pembangunan. 

b. 	 Berdasarkan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) 
terbadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan 
dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan 
tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin 
dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapal dibatasi 
sedikit mungkin. 

c. 	 Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif 
tentang cara yang terbaik (the best altematif) atau kesempatan untuk memilih 
kombinasi cara yang terbaik (the best combination). 

d. 	 Berdasarkan peren~anaan dilakukan penyusunan skala prioritas, dimana 
memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun 
kegiatan usahanya. 

e. 	 Adanya reneana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk 
mengadakan pengawasanlevaluasi (controlelevaluation). 

Seeara umum, pemahaman tentang perencanaan keuangan itu adalah 

mereneanakan tentang berapa besar penerimaan yang diharapkan (expected 

income) dan berapa pengeluaran yang dikehendaki. Namun demikian, 

pereneanaan keuangan itu diformulasikan berdasarkan reneana kerja yang sudah 

ditetapkan. Sebab, setiap aktivitas yang dilakukan pada masa mendatang sudah 

pasti membutuhkan pendanaan. Karena itulah besar kecHnya anggaran keuangan 

akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar sasaran dan kegiatan yang ingin 

dihasilkan (Sukarman, 2007). 

Selain besar kccilnya ukuran aktivitas dan sasaran yang ingin dicapai, 

ukuran dan bentuk organisasi pun juga mempengaruhi besaran alokasi anggaran. 

Di sini tinggal rnenentukan aktivitas apa yang ingin dike lola. Perencanaan 
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keuangan antara swasta dan pemerintah prinisipnya tentunya sarna. Hanya yang 

membedakan adalah orienlasi dan lujuan dibuatnya anggaran tersebul. Perusahaan 

jelas memiliki orientasi keuntungan dalam merencanakan keuangan. Sementara 

pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek alokatif. prioritas. keadilan dan 

kemampuan sumber anggaran. (Kepmendagri ~omor 29 Tahun 2002) 

Penganggaran merupakan suaW proses menyusun rencana keuangan yaitu 

pendapatan dan pembiayaan. kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing 

kegiatan, sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. dan selanjutnya 

masing-masing kegiatan terscbut dikelompokkan ke dalam program. berdasarkan 

tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu dengan standar biaya yang 

berlaku. Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan. yang 

merupakan aktualisasi dari perencanaan jangka menengah maupun jangka 

panjang. dengan kewellangan yang dimiliki saat ini pemerintah daerah dapat 

menyusun slruklur anggaran, yang memungkinkan masyarakat dan manajemen 

pemerintah daerah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah dan akan 

dilaksanakan 

Mardiasmo (2001) melakukan studi tentang masalah utama yang timbul 

dalam proses perencanaan dan persiapan anggaran pemerintah kabupatenlkota di 

Indonesia, yaitu ketergantungan keuangan lerhadap pemerintah prcpinsi dan 

pusat, dan pembatasan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Studi kasus pada enam kabupatenlkota dengan periode amatan 1991/1992 sampai 

dengan 1995/1996 yang meneliti hudgetary slack dan pendekatan anggaran serta 

waktu pemberian bantuan menyimpulkan dua hal. pertama, ketergantungan 

keuangan pemerintah daerah kabupatenlkota terhadap pemerintah propinsi dan 
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pusat mendorong terjadinya kesenjangan anggaran. kedua. pendekatan hollom up 

cenderung menjadi sebuah fomlalitas belaka karena pemerintah kabupatenikota 

dianggap tidak memiliki perencanaan strategik dan prioritas yangjelas. 

Halim (200 \: 19) mengatakan proses anggaran yang telah disepakati antara 

pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Jni adalah tantangan 

tmtuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungiawab akan 

"kepentingan rakyaC pemerintah daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya 

pada posisi yang tepat. Selain itu. hal tersebut adalah sebuah peluang untuk 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bukan sebagai salah salU 

"penikmat" dana rakyat, akan tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana 

yang tersedia bagi daerah. 

Berkaitjill dengan adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas publik maka 

DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan 

masa-masa sebelumnya. Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah 

dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat 

(needs assessment) hingga penetapan kebijakan umum APBD serta penentuan 

strategi dan prioritas APBD. 

Keberhasilan pengeJolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses 

awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak 

semakin baik pula implementasinya di lapangan. Keterlibatan berbagai 

lembagalinstansi dalam proses perencanaan diperlukan kesatuan visi. misi dan 

tujuan dari setiap lembaga tersebut. Dalam menentukan alokasi dana anggaran 

untuk seliap kegiatan biasanya digunakan melode incrementalism yang didasarkan 
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atas perubahan satu at3u lebih variabel yang bersifat umum. seperti tingkat inflasi 

danjumlah penduduk. 

S. Keterlambatan penyusunan dan pengesaban APBD 

Pemerintah telah mcnyampaikan ancaman kepada pemerintab daerah yang 

terlambat menyerahkan APBD. Apabila ancamaan ini benar-benar direalisasikan, 

dampaknya akan sangat signifikan terhadap belanja daerah. Mengapa masih 

banyak terdapat pemerintah daerah yang terlambat dalam menyusun APBD 

terscbut, pada hal menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jadwal waktu 

penyusunan dan penetapan APBD menurut tahapan-tahapannya sudah ditentukan 

secara pasti. 

Ada empal faktor yang mendorong pemerintah daerah terlambat 

menyerahkan APBD. dan cmpal faklor ini yang harus diperbaikai agar 

keterlambatan itu tidak terjadi. Pertama. berkaitan dengan perubahan sistem 

penganggaran yang sesungguhnya sangat revolusioner. Sebelum tahun 2002, 

yakni sejak sislem penggaran baru mulai secara efeklif dilerapkan. cara berpikir 

dalam menyusun APBD tidak mendasarkan pada pendekatan kinerja. Terbitnya 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 lentang Pedoman 

Pengurusan, Penanggungjawaban dan Pengawasan Keuaangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan APBD. Pclaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan APBD, pemerintah daerah harus mengubah pendekatan 
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dan cara dalam menyusun APBD yang sebelumnya selalu mendasarkan pada 

target masukan. 

Berdasarkan sislem baru. pemerinlah daerah hams menyusun APBD melalui 

proses penetapan larget yang akan dicapai beserta indikator-indikator dampaknya, 

baru kemudian memperkirakan jumlah biaya yang diperiukan. Dengan kata lain, 

anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang mau dikerjakan (activity base 

costing). Perubahan ini mempunyai implikasi, konsekuensi dan dampak terhadap 

perilaku dan manajemen makro ekonomi daerah. Prakliknya. perubahan ini sangat 

tidak mudah dilakukan. karena aparat daerah yang memang lidak terbiasa bekerja 

dengan cara berpikir terse but. Ketidakmudahan ini tampak dari beberapa 

Kabupalen khususnya di luar Jawa. yang baru menerapkan sistem tersebut secara 

efeklif pada tahun anggran 2005. 

Masa dalam kondisi belum terlalu paham dengan sislem baru tersebut, 

pemerintah pada tahun 2003 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

len tang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahull 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan alas 

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlang Pedoman 

Pengeioiaan Keuangan Daerah. 

Terbitnya Peraluran Menleri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terjadi 

perubahan mendasar terhadap mekanisme penyusunan APBD. Dalam Kepulusan 

Menleri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 disebulkan bahwa "dalam rangka 

menyiapkan Rancangan APBD. Pemerinlah Daerah bersama-sama DPRD 
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menyusun Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD". selanjutnya berdasarkan AKU 

tersebut maka Kepala Daerah menyusun "strategi dan prioritas APBD··. Pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mekanismenya berubah 

menjadi "untuk menyusun APBD. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah". 

Selanjutnya berdasarkan RKPf) tersebut maka Kepala Daerah menyusun 

Rancangan Kebijakan Umllm APBD (KUA), dan berdasarkan KUA yang telah 

disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan 

Panitia Anggaran DPRD maka Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). 

AKU APBD serta strategi dan prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, 

kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Anggara Satuan Kerja 

(RASK). Rancangan KUA dan PPAS setelah dibahas dan disepakati bersama 

antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, masing-masing dituangkan dalam 

Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara KepaJa Daerah dengan 

Pimpinan DPRD. Kemudian berdasarkan nota kesepakatan tersebllt T APD 

menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

RASK dan RKA-SKPD digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan 

APBD dan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

Mekanisme penyusunan APBD kembali mengalami perubahan dengan 

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. di mana 

disebutkan bahwa rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD secara 
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bersamaan. Scdangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 rancangan KUA dan PPAS disampaikan kcpada DPRD pada tahapan 

masing-masing (disampaikan tcrsendiri secara masing-masing). Situasi ini jelas 

memunculkan masalah teknis yang tidak sederhana dalam penyusunan APBD. 

Pemerintah pusat mesti memperhatikan proses pembelajaran yang tidak mudah ini 

untuk memherikan sanksi. 

Kedua, ketidakkonsistenan proses perencanaan hingga proses penganggaran. 

Spirit dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan peraturan yang terkait 

adalah untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan an tara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga, proses penganggaran sering 

lebih menjadi acara ritual serimonial yang bersilill rutin. Benar bahwa setiap 

pemerintah daerah mungkin sudah melaksanakan prosedur dan mekanisme 

Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan. Musrenbang kabupaten serta forum

forum SKPD. tctapi dalam banyak kejadian forum-forum tersebut sering terkesan 

. hanya sebagai forum "ritual" yang tidak efektif. Ketidakefektifan ini terkait pula 

dengan proses penjaringan aspirasi yang tidak representatif dan tiadanya 

penajaman prioritas perencanaan. 

Apalagi kalau dalam forum-forum musrenbang ini tidak dihadiri dan tidak 

adanya keterlibatan secara aktif dari anggota legislatif, maka sangat mungkin 

prioritas-prioritas program dan kegiatan ini akan berubah pada tingkat 

pembahasan rancangan KUA dan PPAS, serta pembahasan R-APBD dengan 

DPRD, dan hal inj pasti akan menjadikan proses penyusunan APBD lebih lama. 

Keempal. proses politik yang sering berlarut-Iarut. Lamanya proses politik dalam 

pengesahan APBD ini bisa terjadi karena berbagai sebab yang kadang-kadang 
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tidak tampak dipennukaan. Adanya deal-deal an tara pihak legislatif dengan 

eksekutifmerupakan eontoh yang sering terjadi pada tahapan ini. 

Atas berbagai sebab tersebut. pemerintah pusat perlu mengkaji serta 

mengevaillasi dulu apa yang sesungguhnya menyebabkan keterlambatan tadi. 

sehingga sanksi yang akan berdampak luas bagi daerah terse but mempunyai 

justifikasi yang kuat dan efektif untllk memaksa pemerintah daerah bekerja 

dengan optimal. Sementara, pemerintah daerah (termasuk para anggota DPRD) 

juga harus bereennin, apa yang sesungguhnya mereka perdebatkan apakah demi 

kepentingan rakyat ataukah hanya demi kepentingan mereka sendiri, semen tara 

yang mesti menanggung akibatnya selalu rakyat. 

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 memandatkan 

bahwa anggaran yang disetujui oleh DPRD pada tingkat kegiatan dan "wajib 

menyajikan rineian fungsi, urusan pemerintahan. organisasi. program, kegiatan, 

jenis. obyek dan rineian obyek belanja" (pasal 23 ayat (2»). Salah satu 

konsekuensi mewajibkan rineian pada tingkat kegiatan (satu tingkat di bawah 

program) adalah. DPRD harus menyetujui anggaran di tingkat pengguna anggaran 

(SKPD) bukannya di tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat dinas. Persetujuan 

pad a tingkat yang serinei itu. membuat anggaran menjadi tidak fleksibel dalam 

pelaksanaannya dan seeara signifikan menyebarkan tanggung jawab pelaksanaan 

anggaran. 

Terlambatnya pengesahan anggaran sering kali menghambat penyelesaian 

reneana kerja pada akhir tahun anggaran, karena sebuah reneana kerja 

membutuhkan pereneanaan yang matang dan mobilisasi sumber daya. Pada 

akhimya_ walaupun penganggaran yang berbasiskan kas lebih sederhana, 
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seringkali ini berarti pengguna anggaran hanls menunggu sampai uang kas 

tersedia untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Dana perimbangan yang 

berasal dari pemerintah pusat seringkali terlambat pencairannya. akibatnya 

pekerjaan menjadi tertunda dan terpaksa dilakukan pemadatan kegiatan menjadi 

hanya beberapa bulan di akhir tahun. Bukti dari terjadinya jeda pendanaan ini 

tercermin dad adanya surplus kas yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir 

tahun 

Beragrup tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi 

anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain 

berupa peraturan yang saling bertentangan yaug dikeluarkan oleh Departemen di 

tingkat nasional. kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah 

daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, 

yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan. kurangnya SDM, buruknya 

koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan. 

Beberapa contoh yang lebih spesifik antara lain: Keterpaduan Perencanaan 

dan Penganggaran. Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 'Jomor 32 Tahun 

2004 dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 

Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA serta PPAS), dan 

anggaran tahunan tidak jelas. Sedang tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah 

untuk mengaitkan perencanan dan penganggaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

dokumen perencanaan dan anggaran tertentu disiapkan oleh Satuan Kerja 
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Perangkan Daerah (SKPD). Dan ini menyulitkan pemerintah daerah karena 

kurangnya kompetensi teknis pada tingkat terse but. Tidak terdapat indikator untuk 

mengukur pencapaian target penyediaan layanan yang digunakan dalam 

perencanaan. serta tidak adanya kaitan dengan indikator target dalam anggaran 

tahunan yang berbasiskan kinerja. 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. dalam 

rangka menyiapkan raneangan APBD. pemerintah daerah bersama-sama DPRD 

menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD (AKU) yang diawali dengan 

penjaringan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Rencana Strategis 

Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang dit;'!tapkan Daerah. 

Berdasarkan AKU selanjutnya kepala daerah menyusun Strateg: dan Prioritas 

APBD. AKU serta Strategi dan Prioritas APBD berfungsi sebagai panduan 

kebijakan umum bagi eksekutif dalam menyusun rancangan APBD (R-APBD). 

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

pemerintah daerah dan DPRD menetapkan KUA serta PPA , yang mirip dengan 

AKU tapi dengan program dan kagialan serta plafon anggaran untuk setiap 

program dan kegiatan yangjauh lebih rinci. 

Tertundanya pengesahan APBD juga merupakan hal yang sangat lazim 

terjadi, akibat prosesnya sendiri yang seringkali berjalan tidak sesuai dengan 

kalender anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa lahap yang seharusnya 

dilakukan seeara beruntun, seperti misalnya penyusunan kebijakan umum 

anggaran dan instruksi anggaran bagi dinas, ada kalanya dilakukan secara 

bersamaan. Kadang rancangan anggaran sudah dalam tahap review sementara 

kebijakan umum anggaran belum lagi disahkan. Meskipun menu rut peraturan, 
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rancangan pcraturan dacrah lcnlang APBD sudah harus adanya pcrselUjuan 

bersama antara kcpala daerab dan pimpinan DPRD berdasarkan hasil pcmbahasan 

bersama antara T APD dan Panitia Anggaran DPRD, paling lambat I bulan 

sebelum lahun anggaran berkcnaan bcrakhir. Untuk tahun anggaran yang dimulai 

bulan Januari, kadang eksekutif baru mengajukan rancangan anggaran kepada 

DPRD pada bulan Pebruari, Semcnlara DPRD membutuhkan paling tidak dua 

bulan unluk review rancangan anggaran lersebul untuk memastikan anggaran 

telah mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Konsekuensi tidak dapat 

disahkannya anggaran sesuai jadwal, berarti pemerintah daerah tidak dapat 

mendanai proyek-proyek di luar belanja rutin, seperti gaji pegawai negeri. 

Kualitas bebcrapa proyek menjadi jauh bcrkurang jika keterlambatan pengesahan 

anggaran mcnycbabkan tidak terscdianya waktu yang cukup untuk merencanakan 

dan melakukan proyek bersangkulan.Untuk memperccpat proses pengesahan 

anggaran, baik pihak legislatif maupun eksckutif harus melakukan pendekatan 

yang tegas dalam menerapkan langkah-Iangkah yang diperlukan bagi 

penyelesaian proses APBD secara efisien dan tepat waklU (Jumal Otonomi 

Daerah (VoI.VIl No.2. 2007). 

6. Otonomi dan pembangunan daerah 

Gerakan reformasi 1998 telah memberikan pressure yang luar biasa terhadap 

pemerintah untuk membuka keran kebebasan. salah satunya adalah memberikan 

keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk menyeJenggarakan urusan 

rumahtangganya sendiri melalui kebijakan desentralisasi. Penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 oleh pemerintah pusat dinilai telah banyak menimbulkan distorsi bahkan 
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kontroversi. Hegemoni partai politik sebagai akibat dibukanya keran kebebasan 

telah mewarnai kehidupan politik lokal dan imbas terhadap birokrasi tidak 

terelakkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula diharapkan 

bersifat demokratis, transparan, dan bertanggung jawab ternyata tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Terjadi disorientasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Fakta menunjukkan bahwa selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dalam lima tahun, hampir semua pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten maupun kota memi liki kasus dalam penyalahgunaan dan 

penyelewengan keuangan APBD. Hal itu disebabkan kurang komprehensifnya 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan 

rambu-rambu bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Daerah 

mendapatkan insentif untuk berimprovisasi dalam mengelola anggaran karena 

dimungkinkan oleh kebijakan liskal yang ada. 

Pemerintah Pusat baru terkaget-kaget ketika sejumlah daerah 

membelanjakan APBD tidak sesuai dengan kaidah efektivitas, efesiensi. dan 

ekonomis (Tiga Es) ini diatasi dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang 

bersifat tambal sulam dan kadang bernuansa reaktif. Kegalauan pemerintah 

terhadap disorientasi praktek pelaksanaan otonomi daerah puncaknya adalah 

digantikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Penggantian tersebut didasari pemikiran adanya 

kenyataan bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang

Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tidak tercapai. Lahirnya undang-undang baru 

terse but diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap 
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penyelenggaraan pemerin1ahan daerah di masa de pan. Sayangya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum 

dilengkapi peraturan pelaksanaan yang memadai. 

Sesuai dengan ke1entuan pasaJ 237 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkai1an secara langsung 

dengan daerah Olonom wajib menyesuaikan diri pengaturannya pada Undang

Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 32 selambat-lambatnya harus sudah dikeluarkan 2 tahun setelah Undang

Undang terse but diundangkan. Seharusnya peraturan pelaksanaan terse but harus 

sudah selesai dibuat dan diundangkan pada 15 Oktober 2006. lronisnya sampai 

saal ini Pemerintah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pasal 238 ayat 2 yaitu 

membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004. 

Deparatemen Dalam Negeri mengakui setidaknya dibutuhkan 33 Peraturan 

Pemerintah. 2 Peraturan Presiden. dan I Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk 

melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dari 33 Peraturan 

Pemerintah yang dibutuhkan barn 6 Peraturan Pemerintah yang dibuat atau barn 

18% yang dipenuhi. Sedangkan APPSI berpendapat setidaknya ada sekitar 22 

undang-undang sektoral yang harus direvisi atau dicabut dan diganti untuk 

dibuatkan undang-undang sektoral barn karena bertentangan dengan Undang

Undang Nomor 32 tahun 2004. Tidak mengherankan jika hingga saat ini masalah 

hubungan pusat dengan daerah kerap menimbulkan persoalan karena adanya 

wilayah abu-abu yang memberikan ruang bagi munculnya multiinterpretasi 

terhadap hak untuk menangani urusan pemerintahan. Wilayah abu-abu ini telah 

memakan ban yak korban. baik kepala daerah, DPRD. maupun pejabat daerah 
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yang terkena kasus hukum karena menjalankan kebijakan yang tidak didukung 

oleh kelengkapan peraturan pelaksanaan. 

Masalah yang paling krusial adalah belum adanya peraturan perundangan 

yang mengatur tentang urusan pemerintahan sepeni yang diamanatkan oleh Pasal 

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mlllual/y exclusive antara 

pemerintah, provins;, dan kabupatenlkota. Pasal 13 Undang-Cndang tersebutjuga 

tidak membedakan secara tuntas kewenangan Provins! dan Kabupaten/Kota. 

Dampaknya sering terjadi tarik menarik kewenangan karena mereka merasa 

berwenang mengatur urusan tersebut. 

Kebijakan Desentralisasi mestinya harus memiliki desain untuk 

menghasilkan tatakelola pemerintahan yang baik. meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. menghasilkan barang dan jasa publik yang lebih efeklif dan efesien 

masih jauh dari harapan. Pemerintah Daerah yang berhasil mencipatakan 

tatakelola pemerintahan yang baik. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 

dan menghasilkan barang dan jasa publik yang lebih efektif dan efesien. tidak 

mendapatkan insentif yang memadai. Ada tiga agenda yang tidak boleh dilupakan 

dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi yaitu terjaminnya stabilitas, 

distribusi, dan alokasi reSQurces agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih 

baik. Stabilis!lsi ini bel'kaitan dengan kemampuan menciptakan atmosfer tertentu 

sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan output yang berdampak 

terhadap peningkatan kualitas hidup warganya. Berdasarkan teori organisasi dan 

public finance pemerintah pusat yang lebih kompeten dalam mev.'Ujudkan 

stabilisasi dan distribusi, karena pemerintah daerah tidak memiliki alat 

kelengkapan yang memadai seperti kewenangan moneter. Kebijakan Nasional 
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yang bersifat empoln!ring terhadap kapasitas manajemen pemerintah daerah agar 

pemerintah daerah mampu menghasilkan barang dan jasa publik yang efektif, 

efesien dan relevan dengan tuntutan dan masalah yang dihadapi masyarakat di 

daerah mutlalol diperlukan. Alokasi. sepenuhnya diberikan kepada daerah, karena 

daerah yang paling tahu masalah dan tuntutan warganya. 

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah 

daerah diperlakukan sama untuk semua daerah, tidak memperhatikan milieu 

speci{iry (kekhasan daerah), tidak memperhatikan aspek kapasitas manajemen 

masing-masing pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan kemampuan 

menghasilkan barang dan jasa publik yang lebih efektif dan efesien telah 

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Ada pemerintah daerah yang 

mampu melakukan alokasi resources dengan baik sehingga herhasil memproduksi 

barang dan jasa publik dengan lebih efesien dan efektif serta relevan untuk 

menjawab pcrmasalahan dan tunlutan yang berkembang di masyarakat, tetapi ada 

yang lidak berhasil. Dengan kala lain, ada pemerintah daerah yang mempunyai 

kapasitas manajemen unggul dan mampu menunjukkan prestasi aksi dan prestasi 

hasil yang baik. tetapi ada juga pemerintah daerah yang kapasitas manajemennya 

kUrang memadai sehingga kurang mampu menunjukkan prestasi aksi dan prestasi 

hasil yang baik. 

Rapat tt~knis pra raker yang diikuti oleh para Asisten I dan Biro terkait 

pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Anyer, Provinsi 

Banten pada 25 Mei 2007, berhasil menginventarisasikan delapan masalah yang 

mengemuka dalam praktek penyelenggaraan otonomi daerah. Ke delapan masalah 

terse but adalah: 
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a. 	 Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. pemerintah pro\'insi. dan 

pemerintah kabupaten/kota. 

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota. adalah persoalan yang paling krusial dalarn 

penyelenggaraan otonomi dareah. Sampai saat ini pembagian urusan terse but 

masih belum tuntas dan menyisakan wilayah abu-abu. yang kerap rnemicu 

ketidakharmonisan hubungan an tara pemerintah. pernerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupatenlkota. Saat ini urusan pemerintahan yang ditangani sarna. 

Oleh karen a itu perlu ditetapkan secara tuntas (mutually exclusive) lokus dan 

fokus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. kabupaten dan 

kota yang saling berhimpitan. Keadaan ini telah mengakibatkan munculnya 

duplikasi atau pengabaian penanganan. bahkan saling lernpar tanggungjawab bila 

urusan itu berirnplikasi pad a pengeluaran uang. tetapi jika urusan itu 

menghasilkan uang terjadi perebutan penanganan tersebut. Ini narnpak pada 

kasus-kasus bencana alam dan pengadaan infrastruktur. 

b. 	 Kewenangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Pembahasan ihwal kedudukan dan kewenangar: Gubemur tidak lepas dari 

konsepsi pemerintahan secara keseluruhan. Dipahami bahwa pemerintah daerah 

merupakan subsistern dari sistem pemerintahan negara keseluruhan. Sebuah 

sistem pemerintahan dalam negara hanya akan berfungsi jika sub-sub sistem yang 

ada terintegrasi, saling mendukung. dan tidak berlawanan. Pemahaman terhadap 

hal ini memberi landasan terhadap pentingnya penataan hubungan kewenangan 

dan kelernbagaan antara level pemerintahan di pusat, di provinsi dan di 

kabupatenlkota. 
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Praktiknya. hampir tidak ada negara di dunia yang semua pemerintahannya 

diselenggarakan secara sentralistis alau sebaliknya diselenggarakan seluruhnya 

secara desentralistis. Oleh karena itu, dalam sistem negara federal maupun 

kesatuan selalu ada perimbangan antara kewenangan yang diselenggarakan secara 

sentralistis oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang secara desentralistis 

diselenggarakan unit-unit pemerintahan daerah yang otonom. Hal ini pula yang 

melahirkan konsep local state government dan local self government. Jika local 

slate government melahirkan wilayah administrasi pemerintah pusat di daerah 

yang direpresentasikan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan 

instansi vertikal di daerah, local sel(government melahirkan daerah atau wilayah 

otonom yang direpresentasikan keberadaan DPRD. 

Di Indonesia perwujudan local state government dan local self government 

mengalami perubahan dad waktu ke \Vaktu. Jika dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 daerah administratif dan daerah otonom berhimpit balk di 

kabupatenlkota maupun propinsi. dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

berhimpitnya daerah administrasi dan daerah otonom hanya di tingkat provinsi. 

Jadi. provinsi memiliki kedudukan secagai daerah otonom juga sebagai wilayah 

administrasi. Konsekuensinya. selain sebagai kepala daerah. gubernur juga \Vakil 

pemerinlah pusal di daerah. Dalam kedudukannya sebagai \Vakil pemerinlah 

pusal, gubernur menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

kepadanya. ~esuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Huruf f, 

pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubemur sebagai wakil 

pemerintah dan atau perangkat pusa! di daerah disebut sebagai dekonsentrasi. 
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Praktik pemerintahan daerah di Indonesia. ketentuan normatif Undang· 

Undang Nomor n Tahun 1999 yang memberi fungsi ganda gubernur sebagai 

kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat tidak berjalan optimal. Meski 

dua fungsi ini berbeda. wilayah kerja dan orang yang menjabat gubernur adalah 

satu. Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. wilayah 

kerja gubernur sebagai kepala daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarki 

dengan daerah kabupaten dan kota. Pemutusan hierarki antara provinsi dan 

kabupatenlkota dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom bukan tanpa masalah 

karena pada implementasinya para bupati/wali kota tidak dapat memisahkan 

antara fungsi gubernur sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil 

pemerintah pusat. 

Berdasarkan kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, 

gubernur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 

koordinasi terhadap pelaksanaan kewenangan kabupatenlkota. Selain itu, karena 

pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

berdasarkan fungsi (mengatur dan mengurus). pemutusan hierarki sehingga tidak 

ada lagi hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota adalah sesuatu yang tidak 

mungkin. Pemahaman yang salah inilah yang merupakan sumber kontroversi 

kedudukan dan kewenangan gubernur. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mereposisi kewenangan gubernur 

agar fungsi ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom dan waki I pemerintah 

pusat berjalan optimal. Provinsi sebagai intermediate government, merupakan 

pen yam bung dan penghubung kepentingan. sena kewenangan yang bersifat 

nasional dengan yang bersifat lokal harus diberdayakan. Ini penting karena 
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Gubernur mempunyai peran yang signifikan sebagai perekal hubungan pusal dan 

daerah dalam bingkai NKRL 

Di Indonesia inlermediale gOl'ernmenl diwlIjudkan dengan terintegrasinya 

wilayah administrasi dan daerah otonom, Jika pemerintah pusat memiliki 

kewenangan yang bersifat standar. norma, dan pedoman nasional, provinsi 

memiliki kewenangan yang bersifat limas kabupaten dan koordinasi 

penyelenggaraan kewenangan di wilayah provinsi ilu. Semen tara kabupatenJkota 

memiliki kewenangan mengatur dan men gurus dalam bidang kewenangan yang 

dimiliki berdasarkan standar dan norma dad pusal juga dari provinsi. 

Reposisi kewenangan gubemur idealnya dilakukan dengan tujuan penguatan 

lokal, bukan sebaliknya bertujuan resentraJisasi kekuasaan. Karena hakikat 

otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan dan pemerintahan kepada 

masyarakat. Harus dibuka keseimbangan antara kepentingan yang bersifat 

nasional serta regional dan kepentingan yang bersifat lokal. Di sini dianllt 

gabungan antara prinsip uniformitas dan subsidiaritas, di mana kewenangan 

pelayanan dan pemerimahan seharusnya memerhatikan kepentingan nasional dan 

lokaL 

Harus disadari bahwa otonomi daerah. adalah aspek yang paling slrategis 

untuk merajut integrasi nasional, di sini otonomi daerah menjadi batu uji untuk 

pelaksanaan keadilan, demokrasi, kesetaraaan dan pemerataan. Daerah dituntut 

untuk mampu menunjukkan kinerjanya untuk mewujudkan keadilan, 

menumbuhkan kehidupan yang lebih demokratis, dan melakukan pemerataan 

kegiatan dan hasil pembangunan, Selain itu otonomi daerah juga dapat dijadikan 
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\\ahana untuk mengembangkan pluralisme dan semangal inklusi\'ismc. Oi sinilah 

Gubernur memiliki peran kuncL 

Berdasarkan prinsip uniformi/as dan subsidiarita5. kewenangan yang 

seharusnya dilakukan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat adalah 

kewenangan yang bersifat dekonsenlrasi dan kewenangan yang bersifat 

pengawasan dan koordinasL termasuk kewenangan untuk membatalkan peraturan 

daerah kabupatenlkota, Kewenangan pengawasan dan koordinasi ini dapal 

dilakukan provinsi, karena kedudukannya sebagai wakil pemerinlah pusal di 

daerah, Selain ilu, alas alasan efisiensi dan efektivilas. di mana sampai saat ini 

lebih kurang 1,000 peraturan daerah bermasalah belt:m dapat diputuskan 

Oepartemen Oalam NegerL maka pemberian kewenangan kepada gubernur untuk 

melakukan review alas perda-perda bermasalah akan amat membantu fungsi 

pengawasan terhadap peraturan daerah. Mereposisi peran dan fungsi gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah dengan menyambungkan 

kembali hierarki antara provinsi dan kabupatenlkota. 

Oleh karenanya perlu segera dibuat peraturan perundangan sebagai 

implementasi otonom i daerah yang mengatur tentang kewenangan gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menangani urusan-urusan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan, Sekarang 

timbul kecenderungan departemen memperpanjang tangannya ke daerah melalui 

pembentukan balai dan Unit Pelayanan Teknis (OPT) yang sering tidak sinkron 

dengan kebijakan daerah. 

c, Pengangkatan Sekretaris Kabupaten/Kota 
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Pengangkatan Sekretaris Daerah KabupatenlKota telah memusingkan 

Gubernur. Sekretaris Daerah KabupateniKota adalah jabatan karir puncak bagi 

birokrat daerah. Sekretaris Daerah KabupatenlKota yang mampu bekerjasama 

dengan pemerintah provinsi, adalah modal bagi terbentuknya kerjasama antara 

pemerintah kabupaten/kota dengan pemeritnah provinsi. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 bertentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 132 

(3), pengangkatan Sekretaris Dareah yang mengharuskan persetujuan Menteri 

Dalam Neged selain memperpanjang rentang birokrasi. juga rawan dipolitisasi. 

Senyatanya yang mengetahui dengan tepa! tentang spesil1kasi dan kualifikasi 

personnel yang pant as untuk menduduki jabatan sekretaris daerah, adalah 

Baperjakat Daerah. Baperiakat Provinsi yang harus melakukan fit & proper lest 

untuk mengetahui kompetensi birokrat calon Sekretaris Daerah. Oleh karenanya 

pengangkatannya cukup oleh Gubernur tanpa harus dengan persetujuan Menteri 

Dalam Negeri. Ini sejalan dengan peran gubernur sebagai wakil pemeritnah pusat. 

d. Perimbangan Keuangan 

Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. yang mengikuti ketentuan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tclah 

memungkinkan munculnya ketimpangan fiskal anlar daerah. Daerah kaya akan 

mendapatkan dana fiskal yang semakin besar sedangkan daerah yang miskin akan 

mendapatkan bagian yang semakin kecil. Perlu ditinjau kembali dasar-dasar 

penetapan perimbangan keuangan dan perolehan DAU. Kasus tentang Bali dan 

Daerah lstimewa Yokyakarta yang miskin sumber daya alam otomatis akan 

mendapat DAU yang kedl, tetapi kedua provins! terse but mempunyai sumber 

daya jasa yang memadai letapi lidak pernah diperhitungkan dalam DAU. Oleh 
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karenanya perlu memasukan variabel baru yang dijadikan pertimbangan untuk 

menetapkan besamya dana perimbangan dan DAU dengan memperhatikan 

karakteristik daerah. termasuk apakah daerah dengan bentang daratan atau 

bentang kepulauan. Ke depan perlu ditata kembali distribusi dana perimbangan 

untuk daerah dengan memperhatikan karakteristik daerah yang bersangkutan agar 

memberikan rasa keadilan. 

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Sampai sekarang ini hampir di seluruh daerah kecuali DKI Jakarta, 

pemerintah daerah adalah pembelanja terbesar dan menjadi penggerak ekonomi 

yang dominan di daerah. Belakangan ini proses penyusunan APBD di level daerah 

memerlukan waktu yang cukup lama karena harus disusun besama DPRD. 

Setidaknya memakan waktu nyaris tiga bulan. kemudian dibawa ke Departemen 

Dalam Negeri untuk diperiksa, dan ini juga memakan waktu. Akibatnya APBD 

baru bisa dibelanjakan sekitar bulan April dan Mei, sehingga terjadi keterlambatan 

pembelanjaan di daerah. PadahaJ APBD merupakan penggerak ekonomi daerah, 

dengan keterlambatan dan rendahnya penyerapan pembeJanjaan APBD maka akan 

memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. lni masalah yang dirasakan 

bersama oleh hampir semua pemerintah daerah. Peril! dicarikan jalan keluar dari 

Pemerintah untuk membuat mekanisme penyusunan dan pengesahan APBD yang 

lebih cepat dan akurat. 

f. Pertanahan 

Masalah Pertanahan adalah masalah pelik yang kerap dihadapi oleh 

pemerintah daerah, masalah terse but kerap kali membawa ekses eskalasi konflik 

di daerah. Sudah saatnya urusan pertanahan sebagian di devolusi ke pemerintah 
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daerah. Hingga saat ini kewenangan pertanahan masih menjadi kewenangan 

pemerintah pusal. Hal ini telah menyulitkan pemerimah pro\'insi. kabupaten dan 

kOla. Kasus yang terjadi terutama yang berkaitan dengan HGU dan HPH yang 

telah habis masa berlakunya kerap memunculkan konflik karena tiba-tiba tanah 

tersebut beralih milik sementara masyarakat sekitar tidak dapat mengakses 

redistribusi tanah eks HGU. 

Sampai saat ini Badan Pertanahan Negara masih melakukan intervensi 

berdasarkan ketentuan bahwa harus ada izin pelepasan dari menteri berkaitan. 

Ketentuan te,ntang pelepasan hak yang mengharuskan ada izin dan menteri 

berkaitan seharus dihapuskan dan dialihkan kcpada gubemur yang notabene wakil 

pemerintah pusat di daerah yang tahu persis tentang kondisi pertanahan di 

daerahnya. Jika devolusi diberikan kepada gubemur ini akan mempermudah 

gubemur sebagai wakil pemerintah untuk membagikan HGU yg sudah habis masa 

berlakunya. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk membagikan 9.000.000 

ha lahan. HGU dan HPH yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerapkali 

mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan yang nOlabene secara uadisional dan 

lurun temurl4l menggunakan tanah tersebul. Kewenangan pertanahan yang masih 

berada di tangan pemerintah pusal sering memunculkan kasus perselisiahan antara 

pusal dengan masyarakal di daerah. Daerah tidak bisa menyelesaikan. Ini 

berpotensi menciptakan kerawanan keamanan di daerah. Oleh karena ilu daerah 

harus diberi kewenangan menangani pertanahan yang ada di daerahnya. 

Pertanahan merupakan urusan khusus, mestinya didiskusikan bagaimana cara 

penanganan bersama antara pusal dan daerah. 
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g. Sengketa Perbatasan dan Penanganan Daerah Perbatasan 

Sengketa Perbatasan dan Daerah Perbatasan adalah ISU yang belum 

mendapalkan perhatian yang memadai dari pemerintah pllsat. Masalah balas 

daerah merupakan masalah krusial sering menimbulkan kont1ik di daerah. 

Kewenangan Gllbemllr dalam menangani sengketa perbatasan an tara kabupaten 

yang satu dengan yang lainnya dinilai masih lemah. lni sangat berbahaya karena 

memicu kont1ik dan menghambat kerjasama an tar daerah. Oleh karena itu 

gubemur diberi kewenangan yang jelas dan besar dalam hal menangani sengketa 

perbatasan. 

Provinsi yang berbatasan dengan Negara tetangga dan laut intemasional 

perlu diperluas kewenangannya. Pemerintah pusat yang bertanggungjawab dengan 

urusan perbatasan dan pulau terluar sering tidak memfasilitasi apakah itu dalam 

bent uk infrastruktur atau yang lainnya agar daerah yang bersangkutan bisa 

menjaga keutuhan territorial. Sementara daerah yang bersangkutan terbebani 

dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Kasus tenangkapnya kapal asing 

yang melakukan illegal fishing seperti yang terjadi di Kalimantan BaraL Maluku, 

Maluku Utara, dan Gorontalo telah menyusahkan daerah. Daerah harus memberi 

makan kepada awak kapal asing yang ditahan, ini membebani anggaran daerah, 

makajalan keiuamya hanya beberapa awak kapal dan kapalnya ditahan. Ini adalah 

sebuah kerugian. Oleh karena itu pemerintah mestinya menempatkan alat-alat 

kelengkapan yang memadai untuk menjalankan urusan wajib pemerintah pusat 

yang ada di daerah terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga. 
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h, Pemekaran Oaerah 

Pemekaran daerah telah menguras enerj i pemerintah provinsi. dan prosesnya 

sermg menimbulkan ketidakstabilan daerah. Pemekaran senng kurang 

memperhatikan aspek kemampuan daerah yang akan dimekarkan, Sebaiknya 

ketentuan tentang pemekaran hams lebih mengedepankan faktor-faktor yang 

dimiliki daerah yang berkaitan langsung dengan kemampuan menyelenggarakan 

pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan dengan daerah induknya. 

Pemekaran saat ini lebih tinggi bobot politiknya dari pada aspek kondisi obyektif 

daerah, Harus ada audit independen yang komprehensif yang mengevaluasi 

kelayakan pemekaran dan ada masa transisi untuk pemekaran yang diawasi oleh 

daerah induk, Setelah menunjUkkan kinerja yang baik, baru dimekarkan, 

Pemerintah Pusat seharusnya mengeluarkan insentif dan disinsentif bagi daerah 

pemekaran, Jika daerah pemekaran tidak mampu menunjukkan kinerjanya dalam 

perbaikan HOI, maka sebaiknya digabung lagi dengan daerah induk, karena 

rakyatlah yang dirugikan. 

Isu dan permasalahan dalam penyeienggaraan olonomi daerah yang telah 

dipaparkan di alas intinya bersumber pada belum memadai dan belum lengkapnya 

peraturan pelaksanaan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, 

Oi samping itu pemerintah harus melakukan audit yang komprehensif terhadap 

praktek penyelenggaraan otonomi daerah, Untuk ke depan perlu dibentuk lembaga 

independen yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah maupun 

pemerlntah pusat untuk melakukan audit praklek penyelenggaraan otonomi 

daerah. Pembagian urusan pemerintahan yang selama inl lebih dominan berada 

dalam domain politik, perlu digeser ke domain manajerial, agar pembagian urusan 
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pemerintahan terse but memperhatikan kaidah-kaidah administrasi publik yang 

menjamin keadilan. pemerataan. dan efektivitas dan efisiensi. 

Penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung oleh dimensi struktural. 

Bentuk dimensi slruklural dapat dilunjukkan dengan adanya Lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) atau disebul council, Kepala Daerah (KOH) 

dan perangkat daerah. scrta aturan yang berkaitan dengan kelembagaan. Dimensi 

struktural atau kelemhagaan. baik yang terdapat dalam council alau KepaJa 

Daerah dalam sislem penyelenggaraan pemerinlahan daerah yang dianut oleh 

suatu negara pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk hubungan an tara Kepala 

Daerah dan DPRD. Selain iw. proses pemilihan Kepala Daerah baik secara 

langsung oleiJ masyarakat atau oleh DPRD senantiasa bersifat politis. Berarti, 

dengan demikian esensi pemberian otonomi daerah tidak hanya sekedar 

memenuhi ruang administratif, namun kedekatan hubungan antara pemilih dengan 

wakilnya yang lebih erat. 

Esensi dari otonomi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini 

pemerintahan daerah memiliki pengetahuan dan kepaharnan mengenai potensi dan 

kebutuhan daerah. Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan 

meningkatkan efisiensi. efektivitas. dan daya tanggap dalam pelayanan publik di 

masing-masing daerah. Kondisi ini diharapkan pelayanan publik yang dihasilkan 

juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah. 

Istilah otonomi sendiri muneul daJam berbagai konteks hukum. Berdasarkan 

hukum nasional otonomi adalah bagian dari pemerintah sendiri dari sebuah 

institusi dan organisasi publik. Termasuk kewenangan membuat peraturan 
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perundang-undangan. yang menyatakan bah" a pemerintah otonomi berhak 

mengatur urusannya sendiri melalui pengesahar. sebuah Undang Undang. Menurut 

hukum internasional. otonomi berarti bahwa sebagian dari wilayah suatu negara 

diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri yang dalam Iieberapa 

hak dengan cara mengesahkan suatu undang-undang tanpa diikuti pembentukan 

suatu bangunan kenegaraan yang baru. 

Menurut Lapidoth yang dikutip oleh Hans-Joachim Hentze terdapat 

beberapa konsep dari otonomi dalam konstruksi hukum : (1) as a right to act upon 

one's own discretion in certain matters, (2) as a ,Iynonym 0,[ independence, (3) as 

a synonym o[ decentralization: dan (4) as exclusive pO}lers 0,[ legislation, 

administration, and adjuication in !'peeifle areas o[an autonomous entity (1997). 

Secara . prinsip, otonomi diberikan sebagai perolehan suatu wilayah 

berpemerintahan sendiri (internal-sell gOl'erment). sebagai pengakuan 

kemerdekaan parsial dari pengaruh pemerintah pusat. Kemerdekaan ini hanya 

dapat ditentukan melalui tingkatan otonomi dalam proses pengambilan keputusan 

politik. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah olonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali 

kewenangan di bidang politik luar negeri. pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan hskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensinya pemberian hak dan 

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul 

oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. pengembangan 
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kehidupan demokrasi. keadilan. dan pemerataan. pemeliharaan hubungan yang 

serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka 

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdasarkan urajan 

diatas. dengan kata lain pemerintah daerah dituntut (I) mampu 

mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan 

politik dan pembangunan. (2) birokrasi yang bersih dan berwibawa (clean and 

good governmenl), 

Secara ideal pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara merata sehingga mereka dapat hidup secara layak. Tujuan 

pembang!.lnan sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi merupakan tujuan 

ideal yang harus dicapai dalam jangka panjang. Tujuan pembangunan hanya akan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan pembangunan yang berlangsung secara terus 

menerus. Untuk dapat membangun pemerintah harus berupaya menggali sumber

sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan. 

Tujuan umum dan akhir dari usaha pembangunan, baik pada tingkat nasional 

maupun pada tingkat daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan 

bathin (material dan non-material) dari seluruh anggota masyarakat. Pencapaian 

tujuan ini upaya pembangunan dilakukan secara bertahap dan berencana sena 

selaras dan seimbang tidak hanya antar bidang melainkan juga selaras dan 

seimbang antar wilayah atau daerah dari suatu negara, 

Dilihat dari kacamata daerah. wiuan pembangunan yang dilakukan di daerah 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai 

dengan aspirasi penduduk di daerah yang bersangkutan. Usaha tersebut dengan 

memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang tersedia. Kalau kondisinya 
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masih berada dibawah apa yang dijumpai di daerah lainnya maka sasarannya 

adalah mengejar ketinggalan yang dialami terse but. Kalal! keadaannya sudah 

berada pad a tingkat atau di atas rata-rata nasional, sasaran usaha paling tidak 

untuk memelihara kondisi terse but. Oi samping itu upaya pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah juga dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional yang kuat dan stabil juga akan 

berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang 

bersangkutan. Lihat saja tentang hal ini dalam kasus hubungan ekonomi antara 

pusat dan daerah di Indonesia. Kenyataan memperIihatkan bahwa perkembangan 

eko'1omi nasional sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Ini 

disebabkan terutama karena kemampuan keuangan claerah untuk sebagian 

besamya masih sangat tergantung kepada pusat. 

Blakely (1994: 60).Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah 

adalah: (a) Enlrepreneur. yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

merangsangjalannya suatu usaha bisnis, (b) Koordinator, yaitu pemerintah daerah 

sebagai koordinator dalam penetapan suatu kebijakan atau strategi-strategi bagi 

pembangunan daerah. (c) Fasi/ila/ol'. yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat 

pembangunan melalui perbaikan lingkungan altiludional di daerahnya, (d) 

Stimulator, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi 

investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuhkembangkan 

investor yang telah ada di daerahnya. 

Oesentralisasi mendekatkan pemerintahan dan pembangunan kepada 

masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus berpindah dari pemerintah 
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pusat kepada pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah yang 

dimiliki ini menjadikan fi.mgsi pemerintahan dan pelayanan menjadi lebih efektif 

dan etisien. Sebab pemerintahan daerahlah yang mengetahui secara detail 

kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. maka program pembangunan 

dan pelayanan akan berorientasi kepada kepentingan masyarakatnya. Daerah 

dapat merespon secara cepat kebutuhan daerah tanpa hams menunggu persetujuan 

dari pemerimah pusal. 

Pembiayaan, dalam arti penyediaan dana, merupakan salah satu sumber 

daya terpenting bagi pembangunan. Pembangunan pada dasamya merupakan 

kegiatan yang dilakukan saat ini. akan tetapi hasilnya atau buahnya baru dapat 

dipetik kemudian. Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut tentu 

diperlukan dana tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan mencakup seluruh dana 

yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini dana 

untuk pembiayaan pembangunan bisa berasal dari sumber-sumber yang dimiliki 

pemerintah sendiri maupun dari sumber-sumber yang berasal dari luar 

pemerintah. 

Pemerintah. khususnya di negara-negara herkembang umumnya mengalami 

keterbatasan sumber dana sendiri untuk membiayai pembangunannya yang masih 

berjalan. Dilihat dari kondisi terasebut. dengan demikian mereka memerlukan 

tambahan dana dari pihak luar agar program pembangunan yang telah 

direncanakan.dapat terlaksana. Pihak lain yang dimaksud dapat berasal dari dalam 

negeri, misalnya dari lembaga perbankan. maupun dari pihak asing yang peduli 

dengan program pembangunan di suatu negara. Berkaitan dengan hubungan ini 
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pemerintah dapat melakukan suatu kegiatan yang dikenal dengan nama pinjaman 

(loan) dan bantuan (grand). 

Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan rumah tangganya. Pada 

umumnya sumber Pendapatan AsH Daerah (PAD) yang dominan bersumber dari 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Akibatnya tampak disparitas yang 

sangat besar antara pangsa pajak daerah dan retri busi daerah dengan pangsa 

komponen-komponen PAD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah belum melakukan penggalian potensi sumber-sumber PAD secara optimal. 

Penerimaan Asli Daerah dalam pelaksanaannya sangat diper:garuhi kondisi 

perekonomian daerah yang bersangkutan. Salah satu indikator untuk mengetahui 

kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh 

PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tam bah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ,usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nHai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

B. Kerangka Berpikir 

APBD merupakan parameter dalam menentukan maju atau tidaknya suatu 

daerah atau prowess report yang dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja 

atau performance budgeting system yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 

atau output daerah. Proses penyusunan APBD dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan penyusunan APBD sebagaimana mekanisme yang telah 

ditentukan tidak sepenuhnya menjadi acuan dalam proses percepatan penyusunan 
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dan pengesahan APBD. Banyak faktor lain yang mempengaruhi percepatan dalam 

penyusunan dan pengesahan APBD. diantaranya adalah peraturan yang berubah

ubah dan kinerja SDM. 

Mengingat pentingnya faktor proses. peraturan. dan kinerja SDM dalam 

penyusunan APBD dengan dukungan dari berbagai pihak yang terkait seeara 

bersinergi sehingga lidak terjadi kelerlambatkan dalam penyusunan APBD di 

Kabupaten A,ceh Tamiang. maka kerangka berpikjr dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikul. 

Proses Penyusunan APBD ! 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Peraturan yang Berubah-ubah Kualitas SDM , . 

Penetapan APBD 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 


C. 	Definisi Konsep 

Defenisi konsep yang dikembangkan dalam penelilian ini adalah sebagai 

berikut: 

I. 	 Mekanisme (prosedur) adalah suatu urutan proses dan lata eara yang harus 

ditempuh dalam rangka menyusun Reneana dan Anggaran Daerah. Proses 

penyusuqan APBD yang ditempuh melalui mekanisme yang diisyaratkan 

dalam Peraturan :Vlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu diawali 

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 
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merupakan landasan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD 

(KUA), dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD) dan diakhiri dengan penyusunan rancangan APBD 

(R-APBD). Proses penyusunan APBD rahun 2009 telah dilaksanakan 

bersama-sama dengan pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Aceh 

Tamiang. 

2. 	 Proses adalah seperangkat kegiatan yang saling membuluhkan masukan dan 

mentransformasikan untuk menghasilkan suatu keluaran. (Henry J. 

Johansson, 1995;44). 

3. 	 Peraturan: peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dan 

petunjuk tehnis yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme 

penyusunan APBD yailu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri J\omorl] lahun 2006, 

Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 59 Tahun 2007. serta peraturan

peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

4. 	 Kinerja: sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantilas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan langgung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004: 67). Dalam penelitian ini 

kinerja adalah kcmampuan kerja scorang pegawai yang dapat dibuktikan dari 

hasil kerja sehari-hari yang dapat memherikan nilai lebih bagi kemajuan unit 

kerja alau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan memiliki kinerja 
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(prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga sinergi dari prestasi-prestasi 

pegawai akan dapat meningkatkan dal1 mengembangkan eksistensi organisasi 

di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menekankan bahwa pengertian 

kincrjaiprestasi sebagai 'hasil" atau "apa yang keluar" «()lIICOl1les) dari sebuah 

pekerjaan dan kontribusinya pada organisasi, Jadi kinerja dalam penelitian ini 

akan diukur berdasarkan kualitas 3DM aparat dan penguasaan lcrhadap 

peraturan perundang-undangan penyusunan APBD dengan pendekatan 

kinerja menekankan dan mengutamakan upaya pencapaian output dan input 

yang ditetapkan, 3DM dalam peneJitian ini adalah aparatur perencanaan dan 

penganggaran dalam penyusunan APBD. serta anggota DPRD dari ~nsur 

Panita Anggaran DPRD, 

5, 	 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, DaJam penelitian ini APBD adalah APBD 

Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Perda dan Qanun 

Kabupaten Aceh Tamiang, 

14/41125.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



BAB III 


METODE PENELITIAN 


A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualilatit~ karen a tujuan penelitian 

ini lebih pada mengungkapkan proses dan makna. Sebagai penelilian kualitatif. 

kajian memberi penekanan pada proses dan pemaknaan nitai kerja serta penyebab 

perubahannya yang tidak akan diuji secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, 

intensitas ataupun frekuensi (Denzin dan Lincoln. 1994). Sedang strategi untuk 

mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode studi ke,sus. Unit dan studi 

kasus adalah para aparatur dan anggota DPRD yang terlibat langsung dan 

mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan APBD. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar alarniah. 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Moeloeng. (2004:5) memaparkan bahwa 

penelitian kual itatif adalah peneiitian yang menggunakan pcndekatan naturalistik 

untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman ten tang fenomena 

dalam suatu latar yang berkonteks khusus. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretatif. Paradigma interpretatif lebih menekankan pada makna atau 

interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma 

ini adalah memaknai (to inlerprel atau 10 understand. bukan 10 explain dan 10 

predicl) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma posilivisme. Pendekatan 

yang digunakan adalah fenornenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan 
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memahami respon atas keberadaan manus13, serta pengalaman yang dipahami 

dalam berinteraksi (Saladien, 2006:13). Para fenomenolog percaya bahwa pada 

makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman 

melalui interaksi dengan orang lain (Moeloeng, 2004: 18) 

Penggalian data utama yang merupakan data kualitatif dilakukan dengan 

teknik wawancara mendalam, dengan pertimbangan pentingnya melakukan temu 

muka berulang dengan informan sebagai proses pemahaman dan konfirmasi 

terhadap pandangan subjek penelitian mengenai mekanisme, peraturan, kualitas 

kinerja. dalam proses penyusunan APBD (Taylor dan Bogdan, 1984), Subjck 

penelitian ini adalah informasi yang dijadikan sumber data. Penetapan 3ubjek 

penelitian di, atas bersifat Purposive Sampling (sampel bertujuan), di mana 

informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengusaannya dengan 

masalah, fokus dan tujuan penelitian, Apabila tidak ditemukan lagi variasi data 

dari sejumlah informan, maka pengumpulan data dihentikan, jadi jumlah informan 

bisa lebih ban yak atau sedikit dari yang diuraikan di atas. 

B. Sumber Data dan Informan 

Penelitian ini dilakukan pada salUan kerja perangkat daerah di sebuah 

Kabupaten Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tepatnya di Kabupaten 

Aceh Tamiang yang terkait dalam proses penyusunan APBD. Objek analisis pada 

penelitian ini adalah realitas organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah 

komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur, 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur dan anggota 
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DPRD yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses 

penyusunan APBD yaitu: 

1. 	 SKPD (Unit perencanaan) yang terdiri dari Dinas Pekerja Umum (I orang), 

Dinas Pendidikan (I orang), Dinas Kesehalan (I orang). 

2. 	 TAPD (Tim Anggaran Pemda) yang terdiri dari Bappeda (14 orang), Badan 

Pcngclo laan Keuangan Daerah (4 orang). 

3. 	 DPRD (unsur panitia anggaran) sebanyak 4 orang. 

Sehingga dari pcnjclasan tersebut di alas. yang dijadikan informan dari 

penelitian ini berjumlah 25 orang. 

C. 	 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) 

dengan menggunakan pedoman wawancara. observasL dan buku catatan (catalan 

anekdotal), serta dokumentasi yang berkaitan dengan penclitian. 

D. 	 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian in] menggunakan observasi, wawancara 

dan pengkajian dokumen. Hal ini di dasarkan atas pendapat Lincoln dan Guba 

(1985) yang menyatakan pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumen (catatan atau arsip). Secara rinei pengumpulan data 

daJam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik: 

1. 	 Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi peran serta 

(participant ohservation) SKPD yang terkait langsung dalam proses 
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penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Data atau informasi yang 

diperoleh dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian 

baik secara terbuka maupun terselubung. Kemudian hasil pengamatan dibuat 

berupa catatan lapangan yang disusun setelah observasi dan mengadakan 

hubungan dengan subjek yang ditcliti. 

2. 	 Wawancara 

Wawancara dengan informan sebagai nara sumber data dan informasi 

dilakukan' dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Hal 

1m dimaksudkan bahwa, wawancara dilakukan antara lain untuk 

mengkonstruksikan mengenai orang. kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan. kepedulian dan lain-lain. Kebulatan, merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang telah diharapkan untuk dialami 

pada masa yang akan datang: memverifikasi, mengubah dan memperluas 

infonnasi yang diperoleh dari orang lain dengan baik, baik manusia maupun 

bukan manusia (trianguiasi): dan memverifikasi. mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh penel iti sebagai pengecekan data 

(Moleong. 2004). Proses wawancara /Oi peneliti melakukannya dengan 

mengemukakan pertanyaaan-pertanyaan dengan terstruktur jika dilakukan 

secara formal, dan pertanyaan tidak terstruktur jika dilakukan secara tidak 

formal dan aktor. 

3. 	 Pengkajian Dokumen 

Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam peneJitian ini 

berupa: pengumuman. instruksi, peraturan-peraturan, laporan, dan keputusan

keputusan sehubungan dengan proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh 
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Tamiang. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsir oleh peneliti. dalam 

penelitian inl didukung pula dengan instrumen sekunder. yaitu catatan dan 

dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

E. Melode Analisis Dala 

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul se\anjumya dianalisis 

dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong (2004) bahwa 

analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja sepeni yang disarankan oleh data. Selanjutnya 

dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus 

dilakukan dalam riset observusi panisipan (Bogdan. 1982). Data dan informasi 

yang diperoleh dad lokasi penelitian akan dianalisis secara kontinu setelah dibuat 

catatan lapangan untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu 

faktaJdata dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi melakukan 

sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari 

lokasi penelitian melalui wawancara. observasi. dan dokumen maka dilakukan 

pengelompokan data. Kemudian dilakukan anal isis penguraian dan penarikan 

kesimpulan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan 

APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. 

Menurut Moleong (2004). analisis data dilakukan juga dimaksudkan untuk 

menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih 
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kecil dari data penelitian. Kala yang baru dapat terdiri dari catatan lapangan yang 

diperoleh melalui observ3si. wa\\ancara. dan studi dokumen. Lalu data tersebut 

dianalisis agar diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan 

data, mereduksi data, penyajian data. penarikan kesimpulan/verilikasi selama dan 

sesudah pengumpulan data. Analisis ini beriangsung secara sirkuler dan dilakukan 

sepanjang penelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah mulai 

mencari pola-pola tingkah laku aktor, penjelasan-penjelasan, konfirrnasi

konlirrnasi yang mungkin terjadi. alur klausul, dan mencatat keteraturan. 

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan akan 

berlanjut hingga akhir penelitian nantinya. Nasution (1998: 142) mengemukak&n 

bahwa, "Analisis data adalah proses menyusun. mengkategorikan fakta. mencari 

pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya". Agar lebih rei evan, 

efisien dan akurat maka analisa data didasarkan pada jenis sumber data yang 

dikumpulkan. Data hasil observasi dan dokumentasi dilakukan secara reduksi atau. 

pengelompokan data. di.lp/ay data dengan menampilkan dalam bentuk bagan, 

tabel atau matrik dan sebagainya kemudian dilakukan verifikasi guna memperoleh 

gambaran kesimpulan. 

Data hasil wawancara dalam anal isis dilakukan pengelompokan hasil 

wawancara berdasarkan kelompok informan serta cross check guna memperoleh 

inforrnasi suatu fenomena. Penganalisaan data yang digunakan oleh penulis 

adalah secara kualitatif. yaitu sebagai berikut: 
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1. Editing 

Sebelum . data diolah. data dan bahan yang sudah diperoleh dari hasH 

pengumpulan data perlu died it kel11bali. Data diseleksi dan diteliti kebenarannya 

apakah memenuhi syarat untuk diolah atau tidaL 

2. Klasifikasi 

Tahapan ini peneliti melakukan penggolongan terhadap data-data yang 

diperoleh berdasarkan bentuk. pola, dan ciri tertentu. 

3. Tabulasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, peneliti merumuskan berdasarkan 

karakteristik kedalam bentuk tabel dan bagan sebagai penggambaran data-data 

tersebut. 

4. Interprestasi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti, dimana 

dalam lahap ini peneliti meneari arti luas dari data yang diperoleh dengan jalan 

menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan fenomena yang terjadi di 

lapangan. 
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BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian In! dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

I. 	 Proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang mempedomani 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang perubahan alas Peraluran Menleri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. serta 

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri ten tang pedoman 

penyusunan APBD (tahun anggaran berkenaan) yang setiap tahun diterbitkan, 

tetapi proses pelaksanaannya masih belum sempuma, baik pada lahap 

perencanaan khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja·SKPD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). maupun pada tahap penganggaran khususnya dalam 

pelaksanaan pembahasan Kebijakan limum APBD (KliA) dan pembahasan 

Rancangan Qanun APBD dengan DPRD. 

2. 	 Tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses penyusunan APBD 

adalah proses penyusunan Renja·SKPD, yang dilakukan dalam Forum SKPD. 

Ketidakscmpumaan proses penyusunan Renja-SKPD lerlihat karena 

penyusunannya tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang berlaku, 

dimana penyusunannya seharusnya dilakukan olch masing-masing SKPD 

bersama Carnal yang difasilitasi oleh Bappeda dengan mengikutsertakan 
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DPRD secara aktif, Tetapi dalam pdaksanaannya. penyusunan Renja-SKPD 

lebih dominan dilakukan oleh Bappeda. Keterbatasan data di Bappeda untuk 

penyusunan Renja-SKPD dan keterbatasan SDM Bappeda. mengakibatkan 

Renja-SKPD yang disusun oleh Bappeda juga tidak sempurna. Akibat tidak 

sempurnanya penyusunan Renja-SKPD. mengakibatkan tidak sempuma juga 

penyusunan RKPD. karella RKPD disusull dengan menggunakan bahan 

Renja-RKPD, Penyusunan RKPD dilakukan oleh kepala Bappeda karena 

merupakan tanggungjawab sepenuhnya kepala Bappeda, Proses penyusunan 

RKPD tidak dilakukan melalui pembahasan dengan TAPD. karena apabi[a 

dilakukan pembahasan bersama T APD. bertenta'1gan dengan ketentuan yang 

berlaku dan akan memperpanjang waktu penyusunannya, sehingga dapat 

memperlambat waktu penetapannya. yang mengakibatkan proses penyusunan 

APBD secara keseluruhan juga menjadi terlamhat serta penetapan APBD juga 

terlambat dari waktu yang telah ditentukan, 

3, 	 Pembahasan rancangan KUA seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan 

rancangan PPAS. dan pembahasannya tidak dilakukan bersama SKPD tetapi 

hanya oleh T APD bersama Panitia Anggaran DPRD. Pembahasan rancangan 

Qanun APBD dilakukan bersama antara T APD dan Panitia Anggaran DPRD 

dan tidak mengikutsertakan SKPD, Pembahasan belanja langsung dalam 

rancangan Qanun APBD, seharusnya tidak dilakukan pembahasan belanja 

secara detail sampai dengan rindan objek belanja dari setiap kegiatan dengan 

melakukan pembahasan RKA-SKPD, 

4. 	 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan APBD di 

Kabupaten Aceh Tamiang adalah : 
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a, 	 PeralUran yang berubah-ubah 

Peraturan yang berubah-ubah berdampak terhadap keseluruhan proses 

penyusunan APED di Kabupaten Aceh Tamiang, dimana proses 

penyusunannya memerlukan waklu yang relatif lama. karena untuk 

implementasinya membutuhkan waktu bagi aparatur untuk mempelajari 

dan memahaminya terlcbih dahulu, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang 

berkualitas. Dengan kondisi keterbatasan SDM di eksekutif khususnya 

pada aparatur perencana, serta keterbatasan kemampuan SDM DPRD 

berdampak dalam proses penyusunan dan percepatan penetapan APBD di 

Kabupaten Aceh Tamiang, Hal ini dapat terlihat dimana proses 

penyusunan APED di Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya selalu 

memerlukan waktu yang lama, dan waktu penetapan APED sclalu 

terlambat dari jadual yang telah ditentukan oleh peraturan perundang

undangan. 

b. 	Kualitas SDM unsur T APD dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Aeeh 

Tamiang 

Dari segi kuantitas SDM sudah cukup memadai. tetapi dari segi kualitas 

dan pcmahaman terhadap peraturan-peraturan tentang proses penyusunan 

APED dirasakan belum memadai. Kurangnya kualitas SDM. 

mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyusunan APED, sehingga 

penelapan APED di Kabupaten Aceh Tamiang selalu terlambat dari jadual 

yang ditcntukan. 

5. 	 Kcsempumaan dalam penyusunan APBD, dan ketepatan waktu penetapan 

APBD dapat dieapai bila perencanaan disusun seeara sempuma dan tepat 
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waktu sampai dengan proses akhir tahapan perencanaan. yaitu penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana 

pembangunan tahunan daerah. Tahapan yang paling krusial dalam proses 

penyusunan APBD adalah penyusunan Renja-SKPD. yang merupakan 

rencana pembangunan tahunan SKPD dan digunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan RKPD. Kesempurnaan penyusunan RKPD ditentukan oleh 

sempurna atau tidak sempurnanya penyusunan Rcnja-SKPD. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tcrscbut dapat diambil bcbcrapa saran. scbagai 

berikut: 

I. 	 Proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang dalam setiap tahapan 

perencanaan dan penganggaran. agar bcnar-benar mengikuti mekanisme yang 

bcrlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 T ahun 2006 tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang Perubahan 

alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri lentang pedoman Penyusunan APBD (tahun anggaran berkenaan) yang 

diterbitkan seliap tahun. 

2. 	 Penyusunan Renja-SKPD dan RKPD agar mempedomani Surat Edaran 

Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas dan Menteri Dalam Ncgeri tentang Petunjuk T eknis 
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Penyelenggaraan Musrenbang (tahun anggaran berkenaan) yang diterbitkan 

seliap tahun, 

3, Pelaksanaan pembahasan rancangan KliA/PPAS serta rancangan Qanun 

APBD dengan DPRD. agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomorm 13 Tahun 2006 tentang Pedioman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembahasan rancangan 

KUA dan PPAS agar hanya dilakukan bersama oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD, tidak mengikutsertakan 

SKPD, dan pelaksanaan pembahasannya agar dilakukan secara bersamaan, 

Pelaksanaan pembahasan rancangan Qanun ten tang APBD juga hanya 

dilakukan oleh TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, tidak melibatkan SKPD. 

Pembahasan belanja dalam rancangan Qanun APBD agar tidak diJaksanakan 

dcngan melakukan pembahasan RKA-SKPD, RKA-SKPD dibukaldibahas 

apabiJa DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan 

program !ian kegiatan tertentu saja.T erhadap alokasi beJanja dari kegiatan

kegiatan SKPD yang terdapat dalam rancangan Qanun APBD. agar tidak 

dilakukan pembahasan sampai rincian objck belanja. karena semua 

kebutuhaan belanja pada setiap kegiatan SKPD telah dihitung dan 

diproyeksikan pada saat penyusunan Renja-SKPD, dan plafon anggarannya 

telah dibahas dan disepakati oleh TAPD dan Pan ilia Anggaran DPRD dalam 

pembahasan PPAS, yang tcrtuang dalam Nota Kesepakatan PPAS, 
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4. 	 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar segera menyusun Qanun tentang 

pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. sebagaimana amanat Peraturan 

Menteri Dalam 'Jegeri Nomor 13 Tahun 1006 pasal 330 ayat(l) bahwa 

ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

peraturan daerah (qanun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undang an. $elanjutnya dalam pasal 330 ayat (2) disebut bahwa berdasarkan 

perda (qanun) tersebut. kepaJa daerah (Bupati) menetapkan peraturan kepala 

daerah tentang ten tang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

5. 	 Seringnya berubah-ubah peraturan diharapkan dapat disikapi dengan cepa! dan 

cermat oleh satuan kerja. yang terkait dan bertanggungjawab terhadap 

penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. dibekali dengan peningkatan 

kualitas SDM aparatur perencana. pengelola keuangan daerah, DPRD. dan 

unit-unit perencanaan di SKPD. Adanya program peningkatan kualitas SDM, 

disertai dengan pemantapan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan, adanya komilmen yang utuh dari DPRD dan seluruh jajaran 

pemerintahan daerah, diharapkan proses penyusunan APBD di Kabupaten 

Aceh Tamiang sesuai dengan mekanisme yang berlalu. serta tepat waklu 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

6. 	 Pemerintah Pusal agar dapat membuat sualu peraturan tentang pengelolaan 

keuangan daerah yang baku dan diharapkan tidak sering berubah-ubah, 

selanjutnya di masa datang sistill1 pengelolaan keuangan daerah yang 

bersumber dari APBD. agar diberlakukan sam a dalam suatu peraturan yang 

sama dengan sistem penge101aan keuangan negara yang bersumber dari 
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APBN. sehingga tidak ada perbedaan dalam pengelolaannya seperti yang 

berjalan selama ini. 

7. 	 Peningkaian kualitas SDM TAPD dan Pani!ia Anggaran DPRD. dalam upaya 

op!imalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupa!en Aceh Tamiang, 

khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapa! dilakukan 

melalui pelatihan-peJatihan serta berbagai bimbingan teknis dan sejenisnya 

guna penyempurnaan proses penyusunan APBD, dengan demikian penetapan 

APBD di Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapal tepat waktu. Berbudaya 

kerja merupakan suatu keharusan, karena saat ini diperlukan sosok aparatur 

pemerintah yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan 

dilandasi kaidah, nilai. dan norma dalam rangka terciptanya etika kerja yang 

penuh tanggungjawab. sebagai suatu budaya kerja aparatur. yaitu bekerja 

keras (fisik) dan cerdas dengan dilandasi kerja ikhlas (hati). 

8. 	 Agar DPRD terlibal secara aktif dalam proses penyusunan APBD di 

Kabupaten Aceh Tarniang. khususnya pada tahapan perencanaan. Ke

ikutsertaan secara aklif DPRD dalarn setiap tahapan perencanaan sangat 

menetukan terhadap kesempumaan penyusunan dan percepatan penetapan 

APBD. Pelaksanaan Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renja-SKPD, 

agar benar-benar dilakukan oleh masing-masing SKPD bersarna Carnal yang 

difasilitasi/dikoordinir oleh Bappeda. dengan rnelibatkan secara aktif DPRD, 

sesuai dengan kornisi-komisi yang membidangi rnasing-rnasing SKPD. 

Penyusunan Renja-SKPD agar dapat dilakukan dengan sernpuma sesuai 

ketentuan yang berlaku. kerena dengan sempurnanya Renja-SKPD rnaka 

RKPD juga akan sempurna. Penyusunan RKPD agar tidak dilakukan rnelalui 
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pembahasan dengan TAPD. karen a penyusunannya sepenuhnya dilakukan dan 

tangungjawab kcpala Bappeda. dan penetapan RKPD (dengan peraturan 

Bupati Aceh Tamiang) agar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan peraturan berlaku yaitu paling lambat akhir Mei tahun anggran 

berjalan. Tepatnya waktu pen eta pan RKPD. diharapkan proses penyusunan 

tahapan-tahapan berikutnya dalam rangkan proses penyusunan APBD dapat 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. sehingga waktu penetapan 

APBD Kabupaten Aceh Tamiang untuk setiap tahunnya dapat tepat waktu. 

Pada masa yang akan datang diharapkan agar kerjasama yang baik antara 

eksekt.tif dan legislatif lebih ditingkatkan lagi, dengan membangun 

komunikasi politik yang baik oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta 

didukung dengan kerja keras oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim 

Anggaran DPRD dalam setiap tahapan proses pembahasan APBD Kabupaten 

Aceh Tamiang. yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan 

sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh 

Tamiang. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN INI OIlS I OLEH PENELITI PADA SAAT 

INTERVIEW DENGAN INFORMAN 


Pedoman wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai 
pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian "FAKTOR-F AKTOR YANG 
BERPENGARUH DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD 01 KABUPATEN ACEH 
TAMIANG (T AHUN 2004 - 2009)". 

Jawaban yang bapaklibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan bapaklibu 
di tempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan akademis. Untuk itu 
karni mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya (objektit) dari bapaklibu 
sesuai pandangan bapaklibu mengenai hal tersebut 

Atas bantuan dan partisipasinya dalam mengisi daftar pertanyaan ini saya 
llcapkan terima kasih. 

IDENTITAS INFORMAN 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

4. Pendidikan Terakhir 

5. PekerjaanlJabatan 

6. Masa Kerja 

L _______ 
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I. 	 Bagaimana menurut anda proses penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tamiang ini. 

2. 	 APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, dapat anda 
jabarkan mengenai hal ini. 

3. 	 Tolong berikan pendapat anda terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam proses 
penyusunan dan pengesahan APBD. 

4. 	 Bagaimana dengan kebutuhan SDM di bidang perencanaan dan penganggaran guna 
peningkatan kualitas kinerja dalam rangka proses penyusunan APBD. 

5. 	 Menurut anda siapa saja yang atau SKPD mana yang berwenang dalam proses 
penyusunan APBD, mengapa ? 

6. 	 Apakah di Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan 
APBD, mengapa? 

7. 	 Legitimasi politik mensyaratkan bahwa APBD harus merupakan hasil aspirasi 
masyarakat, bagaimana penjelasan anda mengenai hal inl. 

8. 	 Bagaimana dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Aceh 
Taminag dalam rangka proses penyusunan APBD. 

9. 	 Menurut anda faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses penyusunan 
APBD di Kabupaten Aceh Tamiang. 

10. Menurut anda mengapa teIjadi keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Aceh 
Tamiang. 

11. Anda salah seorang yang terlibat dalam penyusunan APBD apakah anda telah menguasai 
dan menjalankan peraturan perundang-undailgan yang merupakan pedoman dan petunjuk 
teknis yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme penyusunan APBD. 

12. Apakah dalam penyusunan APBD telah menggunakan pendekatan kinerja menekankan 
dan mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

13. Bagaimana pendapat anda dengan adanya peraturan yang berubah-ubah dalam proses 
penyusunan APBD terhadap percepatan pengesahan APBD. 

14. Berikan pendapat anda tentang pengaruh SDM yang terkait dalam proses penyusunan 
APBD terhadap percepatan pengesahan APBD. 
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Lampiran 2. Peta Provinsi Aceh 
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Lamlliran 3. Peta Administrasi Kabu(laten Aceh Tamiang 
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Llmpll'ln 4, Kallnd,r Ptrtncan'ln Dan ~ng.ngg'rln APSD 

Klbuplttn Aclh ramllng 


NO KEOtATANiLANOKAH Jaluerl FoblUari 
I t1I11IVI t1I11IVI 

Mlrel Mei Junl JuU 
IIIIIIVI IIIIIIVI t11111V1 t1I11IV I IIIIIIVI 

UM ~ N_~ 
IIIIIIVI t11111V1 t1I11IVI t11111V1 II III IV 

PENANGGUNGJAWAB 

1 ....."""" T>lgkal DesalG__ BAPPEDA 

2 t.lusnInbang Tlngkat KacaI'l\8l8n BAPPEDA 

3 PenyuSUIlCll Raocangan A'M8I Ranja SKPO BAPPEDA 

• PenYUSUIla1 Rancaogao Awal RKPD BAPPEDA 

5 FOl\Jm SKPD .APPEIlA 
6 l.4usrenbang RKPD (KabUpBlen) SAPPEDA 

7 Penyusunoo Rancangan Althlr Ran/8-SKPD SAPPEDA 

8 Penetapan Ren)a-SKPD KI. SKPO dan BAPPEDA 
9 Penyusunll1 Rancangan Akhlr RKPD BAPPEDA 

10 PMel8pcln PalaMan Supail Aceh T8rnlawJ lentang RKPD 'UPATI (BARPEOA) 

" Penyusunll1 Raf'lClll'lgenKIiJA den PPA$ OIeh TAPD SEKIlA Apo) ,. 
'" 
" 

PenyampaQn Rancanglfl KUA dan PPAS ktpada Bupatl 
PenyampaJan Rancang;Jl KUA dan PPAS kePidI OPRD 

Pembahasarr Rancangan KUA den ?PAS 

SEKIlA 
BUPATl 

TAPDdan PANGGAR OPRO 

10 Nota Kesepakatan KUA can PPAS • 8UPAn dan OPRD ,. PenetbIlan SE Bupad lentaog Pedoman Penyusunan RKASKPO 'UPATI iTAPO) 
'(/ PenyusullSl RKA  SKPD KlSKPO 
18 PeIIyarnpaian RKA  SKPDkepada PPKO KlSKPO,. Pembaha&lW'l RKA  SKPO oIeh TAPO SEKIlA 'PO) 
20 P1tnyempumaan RKA  SKPO oleh Kepela SKPO 1<1. SKPO 

21 PM!y~ RKA  SKPO kepada PPKD KI. 8KPO 
22 PenyllTlPMl RKA . SKPD ktpIda CPR!> 8UPATI 

23 Pembahasan AKA  SKPD oIeh TAPD din Paogott OPRO TAPDdan PAHGQAR OPRO 

2' Penyusunan Rancangan Qanunlentang APSD oIeh PPKD PPKO 
25 Penyampalan RancangMl QanUfllenlano APSD keped. Bupratl SEKIlA 
26 Sosialisasl Ra1caogIlfl Qanun I8ntang APeD SEKIlA 
l7 Penyampalan RancangiWI 0Mun tentang APSD kepad. OPRD 'UPATI 
28 PeIOOahasan Rancangan LlfIBm I8ntang .'Reo TAPDdMl PANGGAROPRO 

29 Pengamblwl Perwtujuir'l bersame ~In Qanun tentang APSD 'UPATI"",, DPRD 
30 
31 
32 

PenyuSUna1 Rancangen PlMbup lentang Jibei' APSD 

Penycwnpalan RancangMl Qalun APSD Ca'I RInc::Mg., Pe1bop Jaber APBO kepada Gubem 

Pembah.,.,. dan Penyempumaan ~ OInun APBO hasll Evau.! Gubemur • 
PPKD 
'UPAn 
TAPO"",,PANOOAR DPRO 

33 Penyampumaan Perbup Jaber APSD PPKO 
J4 PeneIapIn a..un APHD dan Perbu~iIInIInI JIbat AP9D BUPAn 

35 PenYUSUIl8l OPA  SKPO KI. SKPD 
J6 Pe~R dan Pel1elujuan CPA  SKP[) SEKIlA din PPKD 
jf Pelaksana8n APBO 
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